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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan
Dalam Mengelola Izin Usaha Pertambangan

( Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil )

Nurdin
Universitas Terbuka

nurdinyunus@yahoo.co.id

Kata Kunci:  Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Kewenangan, Izin Usaha,
Pertambangan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implemientasi kebijakan dan
dampak dan implementasi kebijakan tersebut terhadap, pengeiolaan izin usaha
pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitianvini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah, prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa dokamén/tertulis, informasi lisan, dan
gambar atau foto. Pengumpulan data mengunakan metode wawancara, observasi,
dan kajian dokumen. Aspek yang diteliti, adalah implementasi kebijakan yaitu
komunikasi, sumberdaya, disposisi, ~“dan struktur; sedangkan dampak
implementasi kebijakan yang ditelifi adalah pengaruh internal pada instansi
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Masalah yang dihadapi“adalah kebijakan yang tumpang tindih dalam
pembagian kewenangzn (antafa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh dan
Pemerintah Kabupateq /Aceh Singkil) menyebabkan kebijakan tersebut sulit
diimplementasikan-dan diduga kurang memberikan dampak nyata bagi pihak-
pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pembagian
kewenangandalam mengelola izin usaha pertambangan serta dampak darn
implementasi tersebut, dan tidak membahas secara rinci kebijakannya itu sendiri.
Penelitian ini menunjukkan impelentasi pengelolaan izin usaha pertambangan
oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah kewenangan desentralisasi
kebijakan yang didisposisikan kepada Sekratariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Setdakab) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP).
Sedangkan dalam prakteknya berbagi kewenangan, Pemerintah Provinsi Aceh
menjalankan kewenangan Dekonsentrasi yang didisposisikan kepada Dinas -
Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh. Pada tingkat Pemerintah Pusat,
pengelolaan izin usaha pertambangan didisposisikan kepada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral. Temuan lain yang terkait dengan pengelolaan izin
usaha pertambangan adalah pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi
Kota Subulussalam yang secara langsung berdampak pada pengurangan sumber
daya aparatur dan aset daerah.
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ABSTRACT

Implementation of Decentralization Policy
On Authorizing The Mining Licences
(Case Study in Aceh Singkil)

NURDIN
Universitas Terbuka
nurdinyunus@yahoo.co.id

Keywords: Public Policy, Public Administration, Authority, Business License,
Mining

This study aims to analyze the implementation of decentralization policies
and the impact, regarding to authorizing the mining licences/in Aceh Singkil. This
study utilizes a qualitative research methods, that'produces an outcomes as
descriptive data in the form such written documents; oral information, and images
or photos. Data gathered by interview, obsefyation;, and document review. The
policies aspects are focused through comsiunication, resources, disposition, and
structure. Meanwhile, the impact of implementation was questioning an internaly
impacted on Government of Aceh Singkil.

Decentralization was a major problem for implementing the policy amongst
Central, Provincial and District Gevernment. Therefore, the disputancy has arise
for implementation and allegedly.less a substantial impact for stakeholder.

This study focuses on the implementation of decentralization policies as an
impact, regarding to‘avthorizing the mirning licences in Aceh Singkil and do not
discuss in detail about the policy itself. This study shows the implementation of
authorizing the, mining license by the Government of Aceh Singkil has going
forwards to_Sekratariat Singkil District (Setdakab) and the Office of One Stop
Licence Service” (KP2TSP). About sharing authority as implementation of
decentralization policy, the Aceh Provincial Government exercising mining
authority as’ Deconcentration policy which forwarded from Department of Mines
and Energy. Other findings related between the Government of Acch Singkil are
going splitting to the Government of Subulussalam which directly impact on the
reduction of personnel resources and local assets.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis
Dari berbagai permasalahan terkait perizinan yang terjadi dalam
penyelenggaraan pertambangan, maka perlu disajikan teori-teori untuk
menganalisis hal tersebut. Teori-teori tersebut menjadi¢.Jlandasan dasar
pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan dan konsep penguasaan negara
sehubungan dengan pengelolaan pertambangan yang digunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang.Undang Dasar 1945, Dalam
Suatu Bacaan Pengantar Ilmu Administrasi Negara, (1986), secara sederhana para
ahli mendefinisikan:
administrasi publik_-adalah ilmu yang mempelajari tentang
bagatmana pengélolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-
sama mengkaji fentang organisasi, administrasi publik ini berbeda
dengan ilmu “manajemen. Ilmu manajemen mengkaji tentang
pengelolaan-organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji
tentang \ organisasi  publik/pemerintah, seperti departemen-
departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai
tingkal pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan,
pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik;

administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah dan tata
pemerintahan yang baik (good governance). (hal:4)

1. Penyelenggaraan Adwministrasi Publik

Konsep publik selalu dikaitkan dengan lembaga pemerintah. Akibatnya,
administrasi publik dipahami sebagai proses administrasi yang terjadi dalam
lembaga-lembaga pemerintah. Menurut Denhardt (1995), lembaga-lembaga

pemerintahan adalah lokus utama dari administrasi publik. Dengan demikian,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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administrasi publik mencakup semua proses administrasi yang terjadi dalam
lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif Fokus administrasi publik adalah teori
organisasi dan ilmu manajemen.

Dalam Caiden (1971), menjelaskan bahwa negara adalah organisasi yang
memiliki berbagai kekuasaan. Dalam setiap negara yang menjalankan berbagai
kekuasaan tersebut terdapat administrasi negara yang keberadaannya tidak dapat
dielakkan oleh masyarakat. Setiap warga masyarakat tidak dapat-menghindari dan
mengelak dari kewenangan administrasi negara tersebut’ Dibandingkan dengan
institusi lain dalam masyarakat, Caiden menjelaskan‘admiinistrasi negara memiliki
kekbhususan:

Dilihat dari perspektif organisasi, ofganisasi administrasi negara

didasarkan atas empat alterriatif asas. Pertama, tujuan yang dicapai,

misalnya kementerian pertahanan, pendidikan dan kesehatan Kedua,
kelompok yang dilayani, misalnya unit organisasi yang melayani
orang jompo. Ketiga,.proses yang dijalankan, misalnya perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Dan keempat,

wilayah geografis vang terliput, misalnya provinsi, kabupaten, kota
dan desa.

Menurut-Fesler (1980), Ilmu Administrasi Publik menempatkan proses
administrasi”sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai
tempat praktik (lokus). Berbeda dengan faham dikotomi politik dan administrasi,
maka konsep administrasi di sini melibatkan kegiatan perumusan kebijakan dan
implementasinya. Sementara itu pengertian administrasi negara sebagai
administrasi publik menurut pendapat Prayudi (1994), mempunyai beberapa

pengertian, antara lain:

sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakan oleh
pemerintah, yang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tabun
1945 adalah Presiden sebagai kepala pemerimahan. Tugas dari
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Presiden adalah untuk menyelenggarakan kebijakan dan kehendak
pemerintah.

Arti  yang kedua sebagai fungsi atau aktivitas yang
menyelenggarakan undang-undang atau melaksanakan ketentuan
undang-undang secara konkret, kasual dan individual. Sebagai
aktivitas, administrasi negara adalah kegiatan aparatur negara.

Arti yang ketiga adalah sebagai suatu proses tata kerja
penyelenggaraan atau sebagai suatu proses teknis. Dalam rangka
pengertian administrasi sebagai suatu proses teknis ini terdapat tata
usaha. Tata usaha adalah suatu sistem informasi dan merupakan
esensi daripada pekerjaan kantor. Termasuk di dalamnya pengertian
pencatatan, penyimpanan secara sistematis serta
pertanggunggjawaban dari surat-surat, dokumen-dokumén, uang-
uang, bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan .yang—digunakan
sehari-hari. Tata usaha merupakan bagian dan, aspek” yang vital
daripada administrasi.

Mengacu pada pendapat Prayudi (1994), admiqistrasi‘negara dilihat dari dimeﬂsi
institusional merupakan aparatur negara yang dikepalai dan digerakan oleh
presiden guna menyelenggarakan tigas-fugas pemerintah dan pelayanan publik.
Penyelenggaraan tugas tersebut \diwujudkan dalam berbagai tindak administrasi
negara atau perbuatard administrasi negara, yang terdiri atas perbuatan
administrasi negara \yang bersifat yuridis (hukum) dan perbuatan administrasi
negara yang <bersifat non yuridis (faktual). Perbuatan administrasi negara yang
bersifat yuridis dapat dilakukan dalam bidang hukum pnvat dan/atau hukum
publik. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pelayanan
publik, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah bidang kebijakan publik

yang dapat berbentuk penetapan atau keputusan perizinan.

Izin termasuk dalam kategori penetapan atau yang sering disebut sebagai
keputusan. Prayudi (1994) menyatakan bahwa, keputusan merupakan perbuatan

yang bersifat hukum administrasi negara yang dapat berbentuk empat, yakni :
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(a) Penetapan

(b) Rencana adalah salah satu bentuk dari perbuatan hukum
administrasi Negara yang menciptakan hubungan hukum (yang
mengikat) antara penguasa dan warga masyarakat. Dari segi
Hukum Administrasi Negara, rencana adalah seperangkat
tindaka-tindakan yang terpadu, dengan tujuan agar tercipta suatu
keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan tersebut telah
selesal direalisasikan. Perangkat tindakan tersebut dituangkan ke
dalam suvatu keputusan administrasi Negara yang bersifat
perbuatan hukum.

(c) Norma Jabaran adalah suatu perbuatan hukum daripada penguasa
administrasi Negara untuk membuat agar suatu ketentuan
undang-undang mempunyai isi yang konkret dan ‘praktis dan
dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

(d) Legislasi Semu adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh
pejabat administrasi Negara yang berwepang.yang sebenarnya
dimaksudkan sebagai gans-garis _pedoman pelaksanaan
kebijakan untuk menjalankan suatu, keténtuan undang-undang,
akan tetapi dipublikasi secara luas,

Keempat macam kegiatan administrasi'negara tersebut dalam kehidupan sehan-

hari dikenal dengan sebutan “Keputusin Pemerintah”.

Tindak administrasi negara yang dilaksanakan oleh organ administrasi
negara berfungsi untuk’mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang berarti
dalam rangka ‘mewujuodkan welfare state. Menurut Wayong & Ichsan (1982)
negara Republik Indonesia adalah welfare state yang mengutamakan kepentingan
seluruh rakyat, dimana dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Corak yang
demikian semakin nampak dalam negara hukum yang modemn saat ini, dimana
tugas pemerintah semakin kompleks. Kecenderungan negara hukum saat ini sudah
mengarah kepada suatu welfare state, yaitu suatu negara melaksanakan tugas-
tugas kesejahteraan umum dengan mengarah pada tujuan negara. Sebagai negara
hukum maka tindakan alat-alat negaranya terikat kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang melegalisasi kekuasaan pejabat-pejabat
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publik untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di Daerah. Dalam hal
ini maka pengertian administrasi negara berarti penyelenggaraan kepentingan
umum, sehingga fungsi administrasi negara adalah sebagai penyelenggara
kepentingan umum dengan suatu tatacara tertentu.

Duverger (1993) mengatakan bahwa, tugas organ administrasi negara
dalam negara kesejahteraan sekarang tidak hanya melaksanakan undang-undang,
akan tetapi lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan kepentingan.umum. Hal ini
memaksa organ administrasi negara untuk turut serta secara aktif dalam pergaulan
sosial, sehingga kesejahteraan sosial bagi semua ofang)dapat tercipta. Dengan
demikian pemerintahan welfare state diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas,
yaitu menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pengajaran,
perumahan, pembagian tanah dan Sebagainya. Hampir seluruh aktivitas dalam
negara dijamah oleh administrasi negara, yang pada akhimya menimbulkan
birokratisasi.

Menurut Swerdlotw (1975), administrasi negara pada negara kesejahteraan
saat ini ditandai.dengan banyaknya campur tangan penguasa ke dalam kehidupan
masyarakat,.yang dapat dilakukan melalui lima macam cara, yaitu:

a. Operasi Langsung: pada pokoknya pemerintah menjalankan
sendiri kegiatan-kegiatan tertentu;

b. Pengendalian Langsung: dilakukan oleh badan-badan pemerintah
yang berwenang dengan memberikan berbagai perizinan, alokasi,
tarif dan sebagainya;

¢. Pengendalian Tak Langsung: dilakukan dengan cara memberikan
pengaturan dan syarat-syarat yang dibuat oleh badan pemerintah
yang berwenang;

d. Pemengaruhan Langsung: dilakukan dengan cara persuasi dan
nasehat kepada masyarakat agar turut serta secara aktif dalam
menunjang  pelaksanaan  tugas-tugas  penyelenggaraan
kesejahteraan;
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e. Pemengaruhan Tak Langsung: adalah bentuk campur tangan
yang paling ringan, misalnya hanya dengan memberikan
informasi, menjelaskan kebijakan pemerintah. Juga dapat melalui
penyuluhan dan pembinaan untuk bisa lebih menerima hai-hal
yang bersifat baru.

Izin termasuk dalam kategori pengendalian langsung yang berarti di dalam
menjalan  pengusahaan pertambangan, pemerintah mengendalikan dan
mengarahkan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur
dalam UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran, yakyat. Dengan
demikian izin merupakan salah satu sarana untuk mencapai Kemakmuran dan

tergolong keputusan administrasi negara (Prayudi, 1994)

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurpt Dye (1978) adalah apa pun pilihan pemerintah
untuk melakukan atau tidak.mielakukan (public policy is whatever governments
choose to do or not 16 doj. Xonsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik
mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan
oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi
kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut
dbuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik
menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan
pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap
pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan
publik.

Dalam pandangannya ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka

ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena
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setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (dikutip Dye, 1978).
Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan
terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan
pemerintah daerah.

Anderson (1979), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang
ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemenintah. Walaupun disadari bahwa
kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para_ aktor “dan faktor dari lvar
pemerintah.

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik
hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai,\dan praktika-praktika sosial yang ada dalam
masyarakat (Dikutip Dye,~1578)."Ini berarti kebijakan publik tidak boleh
bertentangan dengan, hilai-niai dan paktik-praktik sosial yang ada dalam
masyarakat. Ketika, kébijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, “inaka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi kettka
diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu
mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat. Menurut Wibawa (1994), kebijakan publik dijelaskan sebagai
berikut:

merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang
penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek:
Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa
adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah

masyarakat dan Aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut
dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah
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kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat
dipaksakan atas nama hukum.

Sedangkan menurut David Easton dalam Pandji Santosa (2008:27)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada
seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik
adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna
mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang
akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati dkki (2005) mengatakan bahwa
kebijakan publik merupakan pengembangan dar kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dan aparatummya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu
keputusan yang dimaksudkan untik,méngatasi kesalahan tertentu melakukan
kegiatan tertentu, atau untuk\mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh
instansi yang mempurnyai. wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan negara \dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan
tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut
lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Demikian pula Theodore Lowi dalam Winamno (2005) vyang
mengungkapkan bahwa masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah
prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan
bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi
tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi

dua pembagian.
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Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari
kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang
diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan.

Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya.
Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang
tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan
yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai
konvensi-konvensi.

Contoh-contoh dari kebijjakan publik ini yaitu Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Paraturan/Keputusan Presiden, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan
Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Dalam Winarno (2005), tingkatan kebijakan'publik di Indonesia dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain ;

a. Kebijakan publik tertinggi adalah~kebijakan publik yang mendasari dan
menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu
Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk
pendiri bangsa Indonesia,” yang” dapat di revisi hanya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyai” (MPR), sebagai perwujudan dari selurmh rakyat
Indonesia.

b. Kebijakan publik/yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama
antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan
legislative, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak
memungkinkan legislative bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang
dibuat bersama antara eksekutif dan legislative ini adalah adalah Undang-
Undang dan Peraturan Daerah.

c. Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif
saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan
kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dar legislatif berisikan
peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang
dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Kebijakan Publik yang
dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan
Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen),
Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau
tahapan yang cukup panjang. Misalnya menurut Anderson (dalam Widodo
2007:16) yang membedakannya dalam lima langkah proses kebijakan, yaitu
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(a) agenda setting, (b) policy formulation, (c) policy adaption, (d) policy
Implementation, (e) policy assessmen/evaluation. Sementara Riplay (dalam
Widodo 2007:16) membedakannya dalam empat tahapan, yaitu (a) agenda
setting, (b) formulation and legitimating of goals and programs, (c)
program implementation, performance, and impact, and program (Widodo,
2007:16).

Berdasarkan keseluruhan uraian maupun pengertian yang disebutkan
diatas, maka dapat diartikan bahwa pengertian kebijakan publik adalah apa-apa
yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak.dikerjakan oleh
pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan ‘tertuils’ maupun tidak
tertulis.

Implementasi kebijakan merupakan tahapsyang krusial dalam proses
kebijakan publik. Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut
dengan mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik kedalam mekanisme
prosedur secara rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut
masalah konflik, keputudan'dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan,
Lester dan Stewar “dalam Winamo (2007:144) mengemukakan bahwa
implementasikebijakan, dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap
dari proses- kebijakan segera setelah penetapan kebijakan. Implementasi
mempunyai makna pelaksanaan perundang-undangan dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan tekmk bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan atan program-program.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut

Dwidjowijoto (2006) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada

dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk
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program atau melalui formulasi kebijakan turunan dar kebijakan publik tersebut.
Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan
publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan
sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional
antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan
Kepala Dinas, dan lain-lain.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomend-yang kompleks
yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu, keluaran (outpus),
maupun sebagai suatu hasil (foutcomes). Sebagai suatu proses, implementasi dapat
dilihat sebagai rangkaian keputusan dan tindakanw yang ditujukan agar keputusan-
keputusan kebijakan bisa dijalankan. Dalam konteks keluaran, implementasi
melihat sejauh mana tujuan-tujuan>yang telah direncanakan mendapatkan
dukungan, seperti tingkat belanja anggaran untuk suatu program. Pada tingkat
abstraksi yang tertinggi “hasil implementasi mempunyai makna bahwa telah ada
perubahan yang bisa diukur setelah kebijakan atau program diluncurkan.

Van Neter dan Van Horn (dalam Winarno, 2005) membatasi implementasi
kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau
kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tyjuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
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Jadi tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan
sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Hom (dalam Winarno 2005) mengemukakan bahwa
suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal
memperoleh hasil substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau
karena keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, Wahab (2001) menegaskan
bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan
proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang\ ditemukan dalam
implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana ddlam proses kebijakan akan
terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan @ntara apa yang diharapkan oleh
pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanys dicapai.

Hasil penelitian Infernational Fund for Agricultural Development (IFAD)
melaporkan pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dikutip oleh
Ismanto (dalam Bandoro, 1594}, bahwa:

Implementasi kebtjakan lebih-lebih di negara yang berkembang tidak
hanya sekedar persoalan teknis administratif yaitu menterjemahkan
suatu “kebijakan kedalam program-program yang lebih spesifik,
tetapi proses implementasi juga merupakan proses yang pelik yang
sanga{” dipengamuhi oleh sifat kebijakan (content of policy) dan
lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan (content of
implementation).

Edward III (1980) berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi
sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut
secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi

kebijakan. Tentang keempat variabel yang saling berhubungan dan berpengaruh

dalam implementasi kebijakan, yaitu:
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1. Komunikasi

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi
dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap
dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi
pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan
untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Arifin {2005)
komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, ketrampilan, peraturan dan lain-
lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lebih lanjut dalam Anfin (2005) komunikasi djjelaskan sebagai suatu
proses penyampaian informasi dari satu <piliak “kepada pihak lain untuk
mendapatkan saling pengertian. Menurutnya ada dua pengertian yang terkandung
di dalamnya yaitu proses dan informasi~Proses komunikasi merupakan rangkaian
dart langkah-langkah yang hanus, difalui dalam pengiriman informasi. Informasi
adalah segenap rangkaian/perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis
lainnya yang menganding pengertian, buah pikiran atau pengetahuan apapun
yang dapat dipergunakan setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan
tindakan-tindakan yang baik, benar dan tepat. Bagi suatu organisasi komunikasi
merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota
organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Sumber daya

Berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan
yaitu sumber daya manusia, kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana.
Sumber daya menjamin dukungan efektivitas implementasi kebijakan.

a) Sumber daya manusia,
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Sumber daya manusia merupakan aktor yang penting dalam pelaksanaan
suatu kebijakan. Menurut Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber
daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada
seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah
kemampuan fisik yang terakumulasi pada sescorang pegawai, sedangkan
potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi
baik dar latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, ketrampilan,
dan hubungan personal. Efektifitas implementasi., kebijakan sangat
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dada dalam organisasi.
b) Informasi

Informas: adalah suatu sumber. daya kedua yang penting di dalam
implementasi kebijakan. Informast penting untuk mengetahui bagaimana
cara menyelesaikan~ suaty” kebijakan. Aktor implementasi harus
mengetahui apa yafig- harus dilakukan ketika menerima perintah untuk
melaksanakan, kegiatan atan kebijakan. Oleh karena itu informast yang
disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah

atau'meémperlancar pelaksanaan kegiatan atau kebijakan.
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¢) Kewenangan,
Menurut Swastha (2000), wewenang adalah hak untuk mengambil
keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk
memberi perintah. Sementara itu Henry Fayol (dalam Sabardi, 2001)
menyebutkan wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah dan
kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Dengan demikian kewenangan
berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan.kegiatan atau
kebijakan yang telah ditetapkan.
d) Sarana dan prasarana,
Sarana dan prasarana merupakan alat péndukung dalam pelaksanaan suatu
kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan
yang dimiliki oleh organisasi~dalam menunjang atau membantu para
pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Dengan kelengkapan
sarana dan pragdrana-pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang
dijalankan. oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat.
3. Disposisi;
Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesatkan
kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan

antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Menurut Edward HI (1980:142) berpendapat bahwa:

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor
yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang
efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif
atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat
kemungkingn yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai
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dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap
negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik
kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang
serius.

Adapun bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan
Edward III tentang “zona ketidakacuhan” dimana para pelaksana kebijakan
melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat
implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan

penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162):

Sikap penenmaan atau penolakan dari ager ,pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagaland\implementasi kebijakan publik. Hal
ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang
mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat fop down yang sangat
mungkin para pengambil kepGtusantidak mengetahui bahkan tak mampu
menyentuh kebutuhan, keinginan\atau permasalahan yang harus diselesatkan.

Faktor-faktor yang mempengarihi mengenai disposisi dalam implementasi

kebijakan, menurut Edward ITI (1980: 159-160) yaitu sebagai berikut:

1. Penganhgkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila
personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh
pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan
personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki
dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada
kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.
Pada dasamnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendin,
maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhj
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan
atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang
membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini
dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
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penentuan rentang kendali. Keempat keputusan penting itu saling berhubungan
dan saling bergantung, meskipun masing-masing mengandung masalah khusus
tertentu yang dipandang terpisah satu sama lain.

Menurut Grindle (1980) seperti yang dikutip oleh dalam Wibawa (1994)
menyatakan bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks dari
implementasi itu sendiri (context of implementation). Isi kebijakan meliputi:

(1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan~ (Interest
affected), yang berkaitan dengan berbagai\kepentingan yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini
berargumen bahwa suatu kebijakan ddlam pelaksanaannya pasti
melibatkan banyak kepentingan, ddn.sejauh mana kepentingan-
kepentingan  tersebut  memibawa’” pengaruh  terhadap
implementasinya,

(2) jenis manfaat yang akan dibasilkan (Type of benefit), pada hal
ini content of policy| berupaya untuk menunjukkan atau
menjelaskan bahwa‘dalam” suatu kebijakan harus terdapat
beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh implementasi kebijakan,

(3) derajat perhbahan” yang diinginkan (extent of change
envisioned); seberapa besar perubahan yang hendak dicapai
melalui ‘suatt'implementasi kebijakan harus mempunyai skala
yangielas,

(4) kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making),
pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang
péranan penting dalam pelaksanaan maka harus dijelaskan di
mana letak pengambil keputusan dari suatu kebijakan yang akan
diimplementasikan,

(5) siapa pelaksana kebijakan (program implementer), dalam
menjalankan suatu kebijakan harus didukung adanya pelaksana
kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan
kebijakan tersebut, dan

(6) sumber daya yang dikerahkan atau yang dilibatkan (resources
committed), pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh
sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya
berjalan dengan baik.

Sedangkan konteks implementasi kebijakan (context of policy implementation)

meliputi:
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4. Struktur organisasi birokrasi,

Widjowijoto (2006) menyatakan bahwa di Indonesia sering terjadi
inefektivitas impiementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama
di antara lembaga-lembaga negara dan atau pemerintah. Menurut Edward III
(1980:25) ada 2 indikator penting dalam struktur organisasi yaitu standar operasi
prosedur dan fragmentasi organisasi.

1. Standar operasi prosedur sebaiknya dibuat secata.sederhana
namun tetap tidak mengurangi makna _sehingga tidak
menyulitkan aparat pelaksana. Standar ‘eperasi prosedur
merupakan tanggapan internal terhadap.waktu yang terbatas
dan sumber-sumber dari pelaksana ‘serta keinginan untuk
keseragaman dalam bekerjanya  &rganisasi-organisasi yang
kompleks dan tersebar luas. Dengan menggunakan standar
operasi prosedur, para pelaksana ‘dapat memanfaatkan waktu
yang tersedia dengan efisien.

2. Fragmentasi organisasi_adalah penyebaran tanggung jawab
pelaksanaan tugas sehirgga tidak tumpang tindih (duplikasi)
dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara
menyelurch. Fragmentasi organisasi terutama berasal dari
tekanan-tekdfan.di luar unit birokrasi, seperti legislatif]
kelompok-kélompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif,
peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi
organisasi(Edward ITI, 1980:135).

Dalamyimplementasi kebijakan, struktur organisasi erat kaitannya dengan
struktur organisasi yang mengimplementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward I
(1980) menjelaskan struktur organisasi terdiri dari hubungan pekerjaan dan
kelompok pekerjaan yang relatif ietap dan stabil. Tujuan utama struktur organisasi
adalah untuk mempengaruhi perilaku individu dan kelompok sehingga dapat
mencapai prestasi yang efektif Keputusan manajerial yang penting untuk
menentukan struktur organisasi adalah pembagian kerja, pendelegasian

wewenang, departementasi pekerjaan menjadi kelompok-kelompok, dan
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(1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (power,
interest, and strategy of actors involved), dalam implementasi
suatu  kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuasaan,
kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang
terlibat guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan,

(2) karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime
characteristics);  lingkungan dimana  suatu ¢~ kebijakan
dilaksanakan juga berpengaruh terhadap, kéberhasilan
implementasi, dan

(3) kepatuhan dan daya tanggap (compliance” and responsiveness);

yaitu kepatuhan dan daya tanggap dan pelaksana.
3 Konsep Dampak Kebijakaxn Publik

Wahab (2001) ményatakan bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat-
akibat atau dampak ‘yarg benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang
diharapkan maupun yang tidak diharapkan, sebagai konsekuensi dari adanya
tindakan ‘atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau
masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Menurut Dye (dalam Kismartini, 2005), menyetakan bahwa dampak
kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam
kondisi kehidupan nyata. Menurut Anderson (dalam Kismartini, 2005), semua
bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan
datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Qutput

kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur
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dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi
mengenai outcome atau dampak kebijakan publik karena untuk menentukan
outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam
lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Menurut sebagian pakar Dye (1978) dan Anderson (1979) (dikutip dalam
Kismartini, 2005), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di
dalam evaluasi kebijakan berikut ini.

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek
yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan hanis, jelas.

2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain
situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas,
karena jumlah sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti
dipahami dengan istilah eksterndlitas.

3. Dampak kebijakan terhadap.kondisi sekarang dan kondisi masa
yang akan datang.

4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana
yang digunakan dalam'program.

5. Biaya tidak dapgsting kebijakan. Biaya tersebut sering tidak
diperhitungkan “dalam melakukan evaluasi kebijakan publik
karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

Dengan~demikian, menurut Dye (1978), penting untuk tidak mengukur
manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena
yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mengukur
output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output
kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam menilai
dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan
yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

Menurut Dunn (2003), dalam memantau kebijakan kita harus membedakan
dua jenis akibat yakni keluaran (ouwtputs) dan dampak (impacts). Keluaran
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kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok
sasaran atau kelompok penerima (beneficiaries). Sebaliknya dampak kebijakan
merupakan perubahan nyata pada tingkahlaku atau sikap yang dihasilkan oleh
keluaran kebijakan tersebut. Dalam memantau keluaran serta dampak kebijakan
harus diingat bahwa kelompok sasaran tidak selalu merupakan kelompok
penerima. Kelompok sasaran (target groups) adalah individu, masyarakat atau
organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijkan dan program, sedangkan
penerima (beneficiaries) adalah kelompok yang menerima ‘manfaat atau nilai dari
kebijakan tersebut. Oleh karena itu, segala macafm efek yang merupakan
konsekuensi dan suatu kebijakan, baik simbolis’maupun material, terhadap satu
atau beberapa kelompok sasaran mernpakan €sensi yang mencirikan dampak
kebijakan.

Hal ini sesuai dengan-pendapat Anderson (1979) yang menyatakan bahwa
evaluasi kebijakan adalah/kegiatan yang bertujuan untuk menilai atau melihat
keberhasilan dan_kegdgalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi
kebijakan mérupakan kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan
yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Berkaitan dengan dampak kebijakan dalam ilmu pengetahuan sosial, perlu
dicermati dua Hukum Wilson (Wilson, 1887).

1. Hukum Wilson Pertama adalah, semua intervensi kebijakan dalam
permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya

penelitian  dilakukan oleh orang atau teman yang
mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2. Hukum Wilson Kedua adalah, tidak ada intervensi kebijakan datam
permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya
penelitian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, lebih
khusus lagi oleh pihak yang skeptis pada kebijakan tersebut.
Umumnya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu
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kebijakan maka yang diperlukan adalah dengan memperhatikan
segala sesuatu yang ada dan dapat mempengaruhi kebijakan tersebut.

Oleh karena itu Wahab (2001), mengatakan bahwa implementasi
kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan menyangkut pula
jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada
akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan'maupun yang tidak
diharapkan.

Menurut Salim (2005), setiap kegiatan” pembangunan di bidang
pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Maka
dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan ditinjau dan
aspek kebijakan publik yangharus dipertimbangkan adalah:

1. memberikap'nildi tambah secara nyata kepada pertumbuhan
ekonomi hasional;

meningKatkan pendapatan asli daerah (PAD);

menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang;
meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;
meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;
meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang;

7. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang.

oA S

Selain dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif
diantaranya adalah:

1. kehancuran lingkungan hidup;
penderitaan masyarakat adat;
menurannya kualitas hidup penduduk lokal;
meningkatnya kekerasan terhadap perempuan,
kehancuran ekologi pulau-pulau;
terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

A o
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4 Konsep Perizinan

Izin merupakan salah satu alat yang digunakan Pemerintah untuk
mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari negara kesejahteraan pada umumnya.
Manurut Nugraha (2005) keterlibatan pemerintah tersebut dapat dilakukan dalam
bentuk pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung. Keterlibatan
dalam “pengendalian langsung” diwujudkan oleh Pemerintah dengan memberikan
berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengéndalikan berbagai
kegiatan pemerintahan. Dengan adanya perizinan tersebut, berarti setiap pihak
yang akan melakukan usaha pertambangan, memenuhi’syarat-syarat tertentu yang
harus dipenuhi. Dengan demikian pelaksanaad pengusahaan pertambangan dapat
dikendalikan dengan tertib oleh perizinan tersebut secara langsung. Keterlibatan
dalam “pengendalian tak langsung”;. diwujudkan oleh Pemerintah dengan
membuat berbagai peraturan perundang-undangan atau disebut regulasi yang
dijadikan dasar dalam<pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan tersebut.
Dengan adanya peratiran perundang-undangan, berarti pemerintah sudah turut
mengendalikan-berbagai kegiatan pemerintahan secara tidak langsung.

Dijeldskan oleh Wibawa (1994) bahwa peran pemerintah daerah dalam
pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara
langsung dengan masyarakat, baik sebagai penyedia pelayanan, maupun sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kepentingan pemerintah daerah
terhadap pelayanan perizinan juga sangat tinggi karena perizinan mempengaruhi
pendapatan dan iklim investasi daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan
retribusi serta penerbitan izin diserahkan kepada pemerintah daerah menurut

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah
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juga dapat membuat pajak lokal, retribusi, dan perizinan melalui peraturan daerah.
Namun, khususnya untuk mencegah tejadinya pungutan pajak dan retribusi yang
berlebihan serta perizinan yang menghambat, pemerintah pusat tetap memegang
kendali terhadap peraturan daerah melalui kajian kesesuaian kebijakan akan dan
peraturan daerah dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku.
Menurut Swerdlow (1975), izin merupakan bentuk pemaksaan dari
kegiatan administrasi, yang pada dasamya sistem perizinan men&akup :
(a) meletakan standar perizinan
(b) melarang segala bentuk kegiatan sampai mepdapatkan izin
(c) membentuk prosedur permohonan perizinan
(d) memberikan izin untuk menunjukkan %ketaatan terhadap standar
yang telah ditentukan yang akan<{berdampak pada perbaikan
hukum
pemberian izin dapat dibuat pada“seluruh tingkat pemerintahan dan
izin mempunyai tiga fungsi, yaitu7o limit the mamber of recipients;
To ensure that the recipients meet ninimum standards; To collect
Sunds.
1zin merupakap/instrtumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi negara. Berge (1992) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan
izin sebagai \sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan warga
masyarakat. lzin merupakan perkenan bagi suatu tindakan yang karena alasan
kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah. Dengan
mendasarkan tindakan-tindakan administrasi negara pada suatu sistem perizinan,
berarti pembuat undang-undang dapat mencapai berbagai tujuan pemberian
perizinan, yaitu :

(a) Keinginan mengarahkan atau mengendalikan terhadap aktivitas
tertentu;

(b) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);

(¢) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin tebang, izin
membongkar);
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(d) Hendak membagi benda-benda yang sifatnya terbatas (izin
penghunian);

(e) Memberikan pengarahan dengan cara menyeleksi (izin dimana
seorang pengurus harus memenuhi syarat tertentu).

Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai sarana untuk mempengaruhi warga
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.
Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan gejala yang penting
dengan semakin berkembangnya bidang-bidang penguasaan oleh pemerintah pada
negara modern saat ini.

Mengacu pendapat Berge diatas, maka pengendalian oleh Pemerintah
dapat berbentuk izin, pelepasan atau pembebasan{dispensasi) dan konsesi.

Izin merupakan suatu tindakan pefigecualian yang diperkenankan
terhadap suatu larangan dari smatu undang-undang. Pengecualian
tersebut dapat diteliti dengan meriberi batasan-batasan tertentu bagi
pemberian izin tertentu. Dengan “demikian penolakan izin dapat
dilakukan jika kriteria yang.ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi
atau bila karena suatu-alasan” tidak mungkin memberi izin kepada
semua orang memendhi kriteria. Jadi penguasa memberi alasan
kesesuaian tujuan‘yang dianggap perlu untuk menjalankan pemberian
izin dan membétasi jumlah pemegang izin.

Pelepasan atau pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian dari
aturanumum yang pada dasamya harus ditaati atau wajib
dilaksanakan, sehingga menjadi tidak wajib lagi untuk ditaati.

Konsesi yang merupakan salah satu bentuk izin, adalah segenap
aktivitas yang menyangkut kepentingan umum yang selayaknya
dijalankan oleh penguasa sendiri, namun tidak dijalankan oleh
penguasa karena dianggap belum mampu, tetapi dijalankan oleh pihak
ketiga. Hal ini berhubungan dengan tindakan yang oleh penguasa
dianggap sangat perlu, namun dibiarkan dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan swasta dengan diberikan syarat tertentu. Oleh karena itu
pemegang konsesi dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu dan
pada sisi lain ditetapkan pula hak-hak tertentu dari pemegang konsesi.
Dengan demikian konsesi didasarkan pada suatu persetujuan, dalam
mana hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dicantumkan.
Biasanya konsesi berkaitan pula dengan jangka waktu yang lebih
panjang.
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Kata perizinan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen.
Dengan demikian menurut Nugraha (2005) secara eksplisit landasan perizinan di
Indonesia belum mempunyai landasan konstitusional. Namun secara implisit
ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang
menyebutkan tujuan negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia: Dari kata
“melindungi” dapat disimpulkan bahwa untuk men¢apai tujuan
tersebut perlu dibuat peraturan untuk perlindungan terhadap karya
bangsa Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum: Daridkata “fiemajukan
kesejahteraan umum” dapat disimpuikan bahwa untuk
mencapainya perlu dibuat peraturan unfuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsadan negara dan mencegah hal-hal
yang dapat mengurangi tingkat Kesejahteraan tersebut.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa: Dari kata “mencerdaskan
kehidupan bangsa”_;“wajib dibuat peraturan misalnya yang
melindungi tata_niagaperbukuan.

4. Tkut serta merijaga-ketertiban dunia berdasarkan perdamaian: dari
kata “ikut Serta, ", dapat dilakukan misalnya dengan penetapan
prosedar.ekspor impor dan tata niaga antar masing-masing negara
supaya tertib.

Selanjuinya.k¢pada Pemerintah diberikan hak untuk masing-masing mengatur
secara lebih rinci, yang antara lain dapat melalui perizinan. Dalam hubungannya
dengan penelitian ini, maka pelaksanaan kekuasaan Negara berdasarkan UUD
1945 Pasal 33 bahwa kepemilikan mineral sesnai amanat konstitusi berada di
tangan bangsa Indonesia, dimana disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kepemilikan ini lebih lanjut dituangkan dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:
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semua bahan pgalian yang terdapat dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional
bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan
oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian bahan galian mineral adalah milik bangsa Indonesia atau milik
seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Negara hanya diberi “hak penguasaan” saja
agar dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam bentuk kuasa
pertambangan (KP) yang merupakan bentuk perizinan. Per@nan administrasi
negara memang nampak dominan dalam perizinan, karena‘banyak peraturan yang
berasal dari organ administrasi negara. Kenyatgannya masyarakat yang
membutuhkan izin akan meminta kepada institusi dalam administrasi negara yang
mempunyai kewenangan untuk memutuskan, dikabulkan atau ditolak permohonan
tersebut. Jadi membicarakan izin berarti.membicarakan peran administrasi negara.
Izin pada mulanya dikenal pada‘saat’individu maupun korporasi akan melakukan
usaha, dimana dibutuhkan-izin dari penguasa di wilayahnya. Izin dibutuhkan
dengan alasan:

a. Pefiguasaingin mendapat pajak dan berbagai pungutan;

b. “Penguasa ingin mencatat dan mengetahui jenis kegiatan dan usaha
yang berada di wilayahnya;

c. Penguasa ingin mengatur kegiatan perekonomian di daerahnya;

d. Terkadang digunakan untuk kepentingan penguasa itu sendin,
misalnya, dengan membatasi pemberian izin usaha tertentu yang
akan diberikan kepada pihak tertentu yang mempunyai hubungan
kedekatan;

Untuk pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan di daerahnya
Untuk kepentingan hukum, kewajiban mematuhi aturan bukum;
Untuk kepentingan kepastian berusaha;

s @ oo

Berkaitan dengan berbagai segi lainnya: keamanan, kesejahteraan,
kemasyarakatan, sosial, lingkungan dan sebagainya.
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Dalam Nugraha (2005) menambahkan penjelasan bidang perizinan secara
umum masyarakat telah mengenal dua macam bentuk perizinan, yaitu izin yang
bersifat perdata dan izin yang bersifat publik. Dalam pelaksanaannya kedua
perizinan tersebut dikenal dengan sebutan yang sama, yaitu “izin”, padahal kedua
izin tersebut berbeda dalam isi dan kewenangannya. Izin yang bersifat perdata
diberikan oleh perorangan kepada anggota masyarakat, misalnya: izin dari
seseorang untuk memasuki rumah seseorang. 1zin yang bersifat\publik, diberikan
oleh pejabat yang berwenang, baik kepada perorangan maupun kepada badan
hukum tertentu. Contoh bentuk-bentuk perizinan di\bidang pertambangan adalah
“kuasa pertambangan”, dimana berdasarkan, {Jndang-Undang Nomor 11 Tahun
1967, bahwa KP diberikan oleh pejabat-yang berwenang. Oleh karena itu kuasa
pertambangan merupakan salah satu bentuk perizinan di bidang pertambangan
yang bersifat publik dan me€rupakan pelaksanaan dari fungsi pemerintahan di
dalam organisasi Negara.

Berdasarkan pendapat Nugraha (2005) izin yang termasuk dalam bentuk
ketetapan mempunyal empat unsur di dalamnya.

a. Adanya perbuatan hukum : sebagai perbuatan hukum, maka
ketetapan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak tertentu

b. Bersifat sebelah pihak : ketetapan merupakan perbuatan sebelah
pihak yang berdasarkan hukum publik, jadi tetap mengikat
masyarakat. Berarti perbuatannya mencerminkan kehendak satu
pihak saja, yaitu pihak pemerintah yang mempunyai wewenang,
sehingga walaupun bersifat sebelah pihak tetapi tetap mengikat
umum.

¢. Dalam lapangan pemerintahan : yang membuat ketetapan dan
yang melaksanakan peraturan adalah fungsi dari pemerintah yang
dilakukan oleh badan pemerintah (eksekutif), bukan oleh
peradilan (yudikatif) atau bukan juga oleh pembuat peraturan
perundang-undangan (legislatif). Dengan perkataan lain,
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ketetapan adalah perbuatan pemerintah yang khusus berada dalam
lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ atau
badan-badan pemerintah.

d. Berdasarkan kekuasaan khusus : kekuasaan khusus adalah
kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang yang diberikan
khusus kepada pemerintah saja dan tidak diberikan kepada badan-
badan lainnya (legislatif dan yudikatif).

Izin yang merupakan Keputusan dari pejabat ini mempunyai sifat individual,
konkrit, kasual dan eenmaalig. Maksudnya adalah bahwa perizinan harus:

1. bersifat individual, artinya perizinan ditujukan kepada”subjek
hukum tertentu, yaitu orang perorangan ataw ‘badan hukum
tertentu.

2. bersifat konknt, artinya bahwa keputusan‘bérsifat nyata untuk
suatu hal tertentu. Jadi tidak bersifat ‘abstrak seperti peraturan
perundang-undangan yang mengaturdmum.

3. bersifat kasual, artinya bahwa kefetapan tentang perizinan
ditetapkan untuk masalah-inasalah tertentu, yang memerlukan
dispensasi dari pejabat yangbefrwenang,

4. bersifat eenmaalig, artinya bahwa perizinan diberikan untuk satu
kali saja dan tidak diberikan untuk berkali-kali terhadap suatu
penetapan. Semua./ Keputusan yang diambil oleh pejabat
pemerintah pada dasarnya atas permohonan tertulis dan dapat
diulang bila;permohonan ditolak.

S Konsep Kewenangan

Dalam Nugraha (2005) menjelaskan secara umum kewenangan merupakan
kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak
untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat
secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi
pemerintah.

Kewenangan publik menurut Peter Leyland (1999) mempunyai dua ciri
utama, yaitu : (a) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah

mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan (b) setiap
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keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik, dalam
arti melakukan pelayanan publik.

Menurut Prayudi (1994) kewenangan terdiri atas beberapa wewenang,
adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap
suatu badan pemerintahan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-
wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum
publik, misalnya wewenang menandatangani surat izin dari seGrang pejabat atas
nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi
kewenangan).

Pemerintah mempunyai wewenang, sehingga berhak untuk mengeluarkan
perintah, meiakukan suatu perbuatan_tertenit dan membuat suatu peraturan
perundang-undangan. Kewenangan yang terdin dari beberapa wewenang adalah
sebagai kekuasaan formal, yaitwkekdasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif.
Jadi kewenangan merupakan-kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik yang
memberikan dasar untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan hukum publik
bagi pemeriritah-untuk melakukan perbuatan hukum. Nugraha (2005) menjelaskan
sebagai berikut:

Untuk itw  setiap pejabat administrasi negara dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, terlebih dahulu dilekatkan

dengan sebuah kewenangan yang sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yang merupakan sumber kewenangan bagi
seorang pejabat administrasi negara. Dengan demikian setiap
perbuatan pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan
kewenangan yang sah, yang dijadikan sumber yang sah untuk
melakukan tindakan tertentu dalam bidang publik. Untuk

memperoleh wewenang pemerintahan tersebut, dapat bersumber dari
tiga cara pelekatan kewenangan:

Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru, yang
sebelumnya tidak ada, oleh suatu peraturan perundang-undangan
untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, secara penuh. Berarti

pelekatan  kewenangan  atribusi merupakan  pembentukan
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kewenangan baru, yang sebelumnya tidak dan khusus di bidang
pemerintahan. Pelekatan tersebut dimiliki oleh pemegang
wewenang, secara penuh, dalam arti juga termasuk kewenangan
untuk membuat kebijakan yang berlaku keluar dan ke dalam, yang
dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu penerima kewenangan berdasarkan atribusi, bertanggung
jawab juga secara penuh.

Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang yang tela hada yang berasal
dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara, tidak
secara penuh. Karenanya delegasi kewenangan selalu didahului oleh
adanya kewenangan atribusi. Kewenangan yang didelegasikan
diberikan tidak secara penuh, dalam arti bahwa, tidak termasuk
kewenangan untuk membentuk kebijakan yang dapaf, berlaku ke
dalam dan ke luar. Tanggung beralih ke tangan penerima delegasi
kewenangan, sejauh yang didelegasikan.

Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat)
kepada mandataris (penerima mandat), uniuk.aias nama pemberi
mandat membuat keputusan administrasi<negara atau melakukan
tugas tertentu. Dengan demikian, wewenang tetap berada di tangan
pemberi mandat, demikian pula tanggung jawab tetap berada di
tangan pemberi mandat.

Lebih lanjut dijelaskan ¢leh Nugraha (2005) Wewenang adalah kekuasaan
yang mempunyai landasan‘hukim agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam
penyelenggaraan. tugas<tugas pemerintahan. Keseluruhan wewenang pemerintah
dijalankan oleh-crganisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah tidak
mungkin ‘melahirkan keputusan yang sah. Adapun sifat dan wewenang
pemerintah adalah : (a) Terikat pada suatu masa tertentu, (b) Tunduk pada batas
materi kewenangan tertentu; (¢) Tunduk pada wilayah berlakunya wewenang.

Penggunaan wewenang pemerintah wajib tunduk pada hukum administrasi
negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Menurut Prayudi (1994)
wewenang publik tersebut terdiri atas dua kekuasaan yang luar biasa, yaitu:

a. Wewenang Prealabel, yaitu wewenang untuk mengambil
keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih
dahulu kepada pihak manapun;
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Dalam Negara Kesatuan Indonesia, di samping terdapatnya administrasi
pemerintahan terpusat (sentralisasi) terdapat pula administrasi pemerintahan
daerah. Terbentuknya administrasi pemerintahan di daerah di dasarkan atas
dekonsentrasi dan desentralisasi. Menurut Maddick (1966) dekonsentrasi adalah :
“The delegation of authority adequate for the discharge of specified functions to
staff of a central department who are situated outside the head quarters”.
Sementara desentralisasi diartikan oleh Mawhood (1983) adalah;

“The creation of bodies separated by law from the national centre, in
which local representatives are given formal power 10 decide on a
range of public issues. Their political base js\the Jocality and not the
nation. Their area of authority is limited, bl within that area their
right to make decisions is entrenched by ihe law and can be altered
only by new regulation. They have fesources, which subbject 1o the
stated limits are spent and invested at their own discretion”.

Dalam rangka desentralisasi/ dibentuk provinsi, kabupaten dan kota.
Khusus provinsi di samping. sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah
administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu Gubernur berperan
ganda sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah. Di samping
pembentukan daerdh otonom dalam rangka dekonsentrasi dilakukan penyerahan
kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom. Dalam
penyerahan kewenangan dan Pemerintah kepada daerah otonom, menurut
Maddick (dalam Hossein, 2000) dikenal dua macam cara, yaitu:

1. Pertama, dengan cara penyerahan wewenang open end
arrangement, yaitu cara penyerahan wewenang untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan rumusan
umum, sehingga daerah otonom berwenang melakukan berbagai
urusan pemerintahan yang tidak dilarang oleh peraturan
perundang-undangan atau tidak termasuk dalam yurisdiksi
pemerintahan yang lain. Cara penyerahan wewenang seperti ini
tanpa didahului atau disertat dengan rincian wewenang tertentu

oleh Pemerintah.
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b. Wewenang FEx Officio, yaitu wewenang yang karena
kedudukannya maka semua keputusan yang diambilnya mengikat
secara sah kepada seluruh warga masyarakat dan tidak dapat
dilawan dengan cara biasa, tetapi harus melalui jalur hukum yang
sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Senada dengan pendapat Prayudi tersebut, Purbopranoto (1981)
menyatakan bahwa, seorang pejabat administrasi negara dalam menjalankan
kewenangannya dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan jwewenang dan
tindakan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut adalah ' (1) bahwa tindakan
pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau
kepentingan umum, (2) tidak boleh melawan, hukum baik formil maupun meterill,
(3) tidak boleh melampaui kewenanganniya menurut kompetensinya.

Untuk mencegah terjadinya pényalahgunaan wewenang oleh seorang
pejabat administrasi negara’dalam mengambil suatu kebijakan, Prayudi (1994)
mepnambahkan perlu saddnya” suatu ketegasan mengenai pelimpahan dalam
membuat peraturan cleh pejabat administrasi negara, yaitu:

(a) Undang-undang harus menetapkan asas yang tidak dapat
dijabarkan atau diinterpretasikan lebih lanjut;

(b) Pendelegasian ditentukan secara tegas dengan menetapkan pasal
yang bersangkutan dengan hal yang dapat didelegasikan, dan
menetapkan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan
semacam suatu pedoman untuk pejabat administrast negara.
Mensyaratkan dengan undang-undang agar sebelumnya diadakan
studi yang cukup;

(¢) Undang-undang menetaspkan berat dan jenis sanksi hukum bagi
pelanggaran peraturan;

(d) Pelimpahan dilakukan hanya kepada pejabat administrasi negara;

(e) Undang-undang menetapkan diadakannya badan untuk
menampung keluhan, pengaduan atau gugatan.
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2. Kedua, dengan cara penyerahan wewenang ultra vires doctrine,
yaitu penyerahan wewenang dengan menggunakan rincian
kewenangan, sehingga daerah otonom hanya berwenang
melakukan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dan
dirinci terlebih dahulu oleh pemerintah.

Dari perspektif ajaran rumah tangga daerah sebagaimana dikemukakan
oleh Marzuki (2006), disebutkan terdapat tiga cakupan kewenangan otonomi
daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tanggan daerah, yaitu (1)
Kewenangan mengatur rumah tangga secara materiil, (2) Kewehangan mengatur
rumah tangga sendiri secara formal, (3) Kewenangan\mengatur rumah tangga
sendiri secara riil.

1. Kewenangan mengatur rumah tangga’ sendiri secara materiil
yaitu pemberian kewenangan mengatur rumah tangga kepada
Daerah yang didasarkan atds.pembagian cakupan tugas secara
tegas dan rinci antara Pemerintah dan daerah otonom dalam
undang-undang pembéntukannya. Kewenangan daerah otonom
dalam mengatur rumhah tangganya dicantumkan secara tegas dan
rinci. Apa yang -tidak dicantumkan dalam undang-undang
pembentukan/ daerah, tidak termasuk kewenangan daerah
otonom, tetapi tetap berada dalam kewenangan Pemerintah.

2. Kewenangan’ mengatur rumah tangga secara formal tidak
membatasi ‘kewenangan otonomi daerah. Daerah otonom bebas
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting
dan berguna bagi daerahnya. Kewenangan otonomi daerah tidak
dirinci secara limitatif dalam undangundang pembentuknya.
Satu-satunya pembatas daerah otonom adalah tidak boleh
mengatur dan mengurus hal ikhwal penyelenggaraan
pemerintahan yang telah diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

3. Kewenangan mengatur rumah tangga daerah sendiri secara riil,
yakni kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom guna
mengatur dan mengurus hal-hal tertentu, berdasarkan kondisi
kemampuan sumber daya daerah yang bersangkutan. Setiap
waktu, urusan-urusan yang diberikan kepada daerah dapat
ditambah dan diperluas dengan urusan-urusan lain sesuai kondisi
dan kemampuannya kelak. Sistem pembenan kewenangan secara
riil ini, tidak melepaskan prinsip kewenangan mengatur rumah
tangga secara formal, namun substansi otonomi yang diberikan
kepada daerah otonom didasarkan pada kondisi dan kemampuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41548 .pdf

sumber daya daerah ketika dibentuknya, agar dapat segera
bekerja.

Secara konseptual, desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk
mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi
merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa,
pemerintahan demokrasi, kemandirian, efisiensi administrasi, dan pembangunan
sosial ekonomi. Beragamnya tujuan yang akan dicapai melalui “desentralisasi,
maka tiap negara membuat skala prioritas tujuan desentralisasi. Oleh karena itu
terdapat berbagai variasi mengenai skala prioritas hjuan desentralisasi antar
negara dan antar kurun waktu dalam suatu negara sebagai hasil kekuatan-kekuatan
yang berpengaruh (Halligan & Aulich, 1998).

Menurut Hoessein, (2000) dengan diselenggarakannya desentralisasi tidak
berarti ditinggalkannya asds-sentralisasi karena keduanya tidak ditempatkan
sebagai dikotomi, tetapi Sebagai suatu rangkaian kesatuan. Begitu juga Prasodjo
(2005) pada hakekatnya sentralisasi dan desentralisasi merupakan sebuah
kontinum, bukan sebuah dikotomis. Sebagai sebuah kontinum, sentralisasi dan
desentralisasi bergerak dari satu titik pendulum ke titik pendulum yarg lain.
Penyelenggaraan pemerintahan merupakan kombinasi kekuatan yang bersifat
sentripetal (sentralisasi) dan kekuatan sentrifugal (desentralisasi) secara
bersamaan. Tidak ada negara yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi,
sekalipun selalu terdapat beberapa kewenangan yang hanya diselenggarakan
secara sentralisasi saja. Sebaliknya, tidak ada satu negara yang hanya
menyelenggarakan desentralisasi saja, sehingga tidak terdapat pengaturan yang
bersifat sentral nasional.
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Dalam Kaho (2001) kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi
sebagai: “penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik berupa kepada
pejabat pusat yang di daerah disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan
otonom daerah yang disebut devolusi”. Devolusi berarti sebagian kekuasaan
diserahkan kepada badan-badan politik di daerah, diikuti dengan penyerahan
kekuasaan sepenuhnya untuk mangambil keputusan, baik secara politis maupun
secara administratif.

Sementara itu, Bryan dan With (dalam Kaho, 2001)\ménegaskan bahwa
desentralisasi adalah: “Tranfer kekuasaan yang- ddpat” dibedakan ke dalam
desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik”. Desentralisasi administrasi
berarti pendelegasian wewenang pelaksanaan yang di berikan kepada pejabat
pusat ditingkat lokal Sebaliknya, ~desentralisasi politik adalah pemberian
kewenangan dalam membuat ‘keputusan dan pengawasan tertentu terhadap
sumber-sumber daya vang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan
lokal, dengan tujuannya’demi pemberdayaan lokal.

Dalam_Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah telah” mengkonstruksikan kedua macam desentralisasi tersebut dalam
bingkai normatif pemerintahan daerah pasca reformasi. Kabupaten (dan kota)
dipandang merupakan ujung tombak dalam proses desentralisasi politik, yang
dirancang sebagai Daerah Otonom.

Maddick (2004) mengaitkan urgensi desentralisasi dengan kebutuhan
dalam kesadaran masyarakat dan untuk kedewasaan politik apabila program baik
untuk daerah maupun pusat maka pelakasanaanya akan lancar, berjalan dengan
penuh semangat, dan harapannya akan menjadi kenyataan tanpa pemberontakan
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dan kekerasan. Rancangan penyelenggaraan sistem pemerintahan kabupaten
semacam itu dinilai rnengkonstruksikan sistem pemerintahan lokal, yang
bertumpu atas kemandirian dan bercorak civilized. Hal tersebut tentunya tidak
lepas dari pengaruh TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang Berkeadilan; serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPRitu. secara tegas
mencanangkan beberapa kerangka pokok desentralisasi, yaitu:

1. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada Daerah;

2. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional
yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah; dan

3. Otonomi Daerah yang \berlandaskan prinsip demokrasi dan
memperhatikan keanc¢karagaman daerah.

Gagasan Juliantara..(2004) yang mewacanakan istilah “"desentralisasi
kerakyatan” merupakan” proses penghalusan bahasa (ewphemism) vyaitu
desentralisasi-yang dilakukan dengan sungguh berfokus pada rakyat dalam art
sesungguhnys berdasarkan sendi negara kerakyatan. Rincian kebijakan dan
pembagian kewenangan antara Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dan kabupaten kota telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilihat
dari segi kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber

daya mineral khusus sub bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah
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menunjukkan bahwa dari 27 kewenangan pemerintah pusat, yang menjadi urusan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 18 urusan, selengkapnya tertera

pada lampiran 2.

6 Implementasi Pengelolaan Perizinan

Pada kamus Webster (dalam Wahab 2001) terdapat rumusan implementasi
sebagai ‘fo implement’ (mengimplementasikan) yang berarti “to provide the
means for carrying out”. Apabila pengertian ini dipakai maka dapat dikatakan
bahwa implementasi kebijakan sebagai swatu proses, melaksanakan keputusan
kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-iindang, peraturan pemerintah,
keputusan dan sebagainya).

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam wahab, 2001) menyatakan
bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku” atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakad, ,vakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah ‘disallkkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang
mencakup,_baik dsaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbutkan
akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Maarse (dalam Sunggono, 1994) berpendapat bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana
tertentu dan dalam kurmun waktu tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut
Sunggono (1994) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya
tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan  administratif yang
bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan

ketaatan pada kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan
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politik, ekonom, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh
terhadap perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak
yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dilihat dari kepemilikan objek perizinan, Ogus (2004) menyatakan bahwa
terdapat dua klasifikasi izin publik. Bentuk pertama, pembenan izin dan objek
yang bersifat mempunyai kepentingan publik (public interest) sehingga tidak ada
hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah Wierupakan public
goods dimana harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Bentuk kedua,
pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (public ownership)
berati terkandung makna hak milik seluruh fakyat atau hak milik bangsa. Jadi
merupakan izin yang terkait dengan adanya hak bangsa, sehingga izin yang
diberikan akan berdampak pada keweniangan yang besar dan berbagai hal terkait
hak dan kewajiban bagi penénma izin. Oleh karena itu izin yang dibuat
sehubungan dengan katégoti-public ownership, harus dibuatkan juga dalam suatu
perjanjian yang memuat hak dan kewajiban penerima izin.

Prayudi—(1994) menambahkan bahwa Peraturan yang menjadi dasar
pembentukan atau penerbitan izin dilihat dari sumbernya ada dua kategori, yakni:

1. Pertama Hukum Administrasi Negara Otonom, yaitu hukum
operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan administrasi
negara sendiri. Oleh sebab itu dapat diubah oleh Pemerintah
atau administrasi negara setiap waktu diperlukan, dengan tidak
melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas

kepentingan umum. Sumber Hukum Administrasi Negara
Otonom adalah undang-undang, yurisprudensi dan teori.

2. Kedua, Hukum Administrasi Negara Heteronom yaitu hukum
yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi
negara dan tidak boleh dilawan, dilanggar atau diubah oleh
administrasi negara. Sumber dari Hukum Administrasi Negara
Heteronom adalah UUD, Tap MPR dan Undang-Undang,.
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Dengan pemberian izin, penguasa memperkenankan pemohon untuk
melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal tersebut merupakan
suatu perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan
pengawasan khusus atasnya. Dengan demikian pemberian izin oleh pejabat yang
berwenang didahului oleh suatu permohonan. Pengertian tersebut sejalan dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Berge (1992) bahwa izin merupakan suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau perdturan pemerintah
untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuari-ketentuan larangan
perundang-undangan.

Dalam Salim (2005) Hak penguasaanyang dimiliki oleh Negara ini
dilaksanakan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Departemen
(sekarang Kementerian Negara), Energt” dan Sumber Daya Mineral (sesuai
Peraturan Presiden Nomor~9\Tahlun 2005 tentang FKungsi, Tugas Pokok,
Kedudukan dan Stpitur~ Organisasi Kementerian Negara). Selanjutnya
Pemerintah, yang dalafm hal ini dilaksanakan oleh Menteri ESDM beserta
aparaturnya, di~bawahnya, dapat memberikan “hak pengusahaan” kepada para
pengusaha untuk melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan demikian
kewenangan pemberian perizinan untuk melakukan usaha di bidang
pertambangan, adalah merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral beserta seluruh aparatur di bawahnya.

Pejabat yang berwenang membertkan perizinan di bidang pertambangan,
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, adalah :

(a) Bupati/ Walikota : berwenang menerbitkan Surat Keputusan
Kuasa Pertambangan apabila Kuasa Pertambangannya terletak
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dalam wilayah Kabupaten/ Kota darn/ atau sampai wilayah laut 4
mil laut;

(b) Gubernur : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa
Pertambangan apabila wilayah kuasa pertarmbangannya terletak
dalam beberapa wilayah Kabupaten/ Kota dan tidak dilakukan
kerjasama antar Kabupaten/ Kota maupun antar Kabupaten/ Kota
dengan Provinsi, dan/ atau di wilayah laut yang terletak antara 4
sampai 12 mil laut,

(c) Menteri : berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa
Pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangannya terletak
dalam beberapa wilayah Provinsi dan tidak dilakukan kerjasama
antar Provinsi, dan/ atau di wilayah laut yang terletak di luar 12
mil laut.

B. Penelitian Terdahulu

Pada prinsip penelitian terdahulu dibidang kebijakan dan kewenangan
pemerintah daerah urusan perizinap“dapat digunakan untuk menjadi dasar
melakukan penelitian selanjuinya yang bersifat pengembangan atau pengujian
ulang terhadap hasil yang/telah diperolah, apakah masih mempunyai hasil yang
sama setelah divji_pada waktu berbeda atau memang mempunyai hasil yang
berbeda sama sekali. Hasil pengujian tersebut bermanfaat untuk memperkuat hasil
penelitian se¢belumnya, sehingga tidak ada keraguan bahwa suatu faktor tertentu
mempunyai pengaruh terhadap faktor yang di teliti. Kemudian hasil penelitian
dapat dipergunakan untuk menentukan kebijakan dibidang pengelolaan izin usaha
pertambangan. Tabel 4 tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya yang paling

mendekati dengan penelitian in.
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Tabel 1
Hasil Penelitan Terdahulu
No. Peneliti Keterangan Judul / Kesimpulan
1 Amran (2003) | Kabupaten Langkat | Hasil penelitian di menjelaskan
bahwa Bupati Langkat telah
mengambil suatu kebijakan tentang
Pengelolaan Izin usaha
pertambangan bahan galian C
terutama dalam bentuk Perda No.
38 Tahun 2002 tentang Retribusi
Izin Kuasa Pertambangan Umum.
2 | Tri Hayati Universitas Indonesia | Perizinan Pertambangan
Disertast Fakultas Hukum Di Era Reformasi Pémerintahan
Program Pascasarjana| Daerah
Program Studi Doktor| Studi Tentang Perizinan
{lmu Hukum Pertambangan Timah
Jakarta 19 November | Di Pulau Bangka
2011
3 | Mahrudin Sekolah Tinggi Konflik Kebijakan
Jurnal Studi Agama Islam Negeri |Pertambangan Antara
Pemerintahan Sultan Qaimuddin Pemerintah Dan Masyarakat Di
Volume 1 Nomoir Kendari Kabupaten Buton
1 Agustus 2010
4 | Frida Rissamasu, Pengelolaan Penambangan
Rahim Darma Bahan Galian Golongan C
dan Ambo Tuwo Di Kabupaten Merauke
5 Enka FHUI 2009 Penyelesaian Sengketa Kegiatan
Penenaman Modal Asing di
\ Bidang Pertambangan Minerba
6 | Lili Susanti Skripsi Peranan Pemerintah Kabupaten
Universitas Andalas | Dalam Penertiban Penambangan
Emas Tanpa Izin Studi:
Penambangan Emas Tanpa Izin di
Nagari Lubuk Gudang Kecamaan
Sangir Kabupaten Solok Selatan
7 | Aprae Vico FH U1 2010 Peran Pemerintah Daerah
Ranan Provinsi Kalimantan Tengah
Dalam Menjalankan Fungsi
Pengawasan
Terhadap Usaha Pertambangan
Mineral Dan Batubara di
Kalimantan Tengah
9 | Muhammad Skripsi Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin
Reza Alfiandri | Fakultas Hukum Usaha Pertambangan
Program Studi Ilmu | Berdasarkan Undang-Undang
Hukum, 2012 Nomor 4 Tentang Mineral Dan
Batubara
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Namun demikian ada pula penelitian yang sama sekali baru dan belum
pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini biasanya ditujukan untuk memperoleh
pengetahuan baru mengenai hubungan atau pengaruh suatu faktor yang lain.
Penelitian Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan dalam Mengelola
Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil bukanlah merupakan replika
(pengulangan) dari penelitian sebelumnya. Karena analisa yang dipergunakan

dalam penelitian tidak sama dengan penelitian terdahulu.

C. Kerangka Pemikiran

Denhardt (1995) menjelaskan ketertarikan banyak ilmuwan administrasi
publik untuk mempelajari ilmu kebijakan disebabkan karena kebijakan publik
merupakan owfpuf utama dari pemerintah. Pemerintah setiap saat memproduksi
kebijakan publik dan™) kebijakannya mempengaruhi rakyat banyak
Berkembangnya ilmu“Kebijakan juga didorong oleh kebutuhan praktik, terutama
keinginan pemerintah untuk mempercepat proses perubahan sosial.

Fokus 'pénelitian kebijakan ini adalah pada pelaksanaan implementasi
kebijakan dan dampak implementasi kebijakan terhadap pembagian kewenangan
dalam mengelola izin usaha pertambangan di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian
ini tidak mempersoalkan isi kebijakan, tetapi lebih banyak pada bagaimana isi
kebijakan itu bisa dipahami dengan benar oleh agen pelaksana dan stakeholders
sehingga sikap dan perilaku mereka terhadap kebijakan sesuai dengan semangat
yang dimiliki oleh pembuat kebijakan Proses implementasi kebijakan adalah
proses yang sangat kompleks yang melibatkan serangkaian subproses dan input

sampai dengan terwujudnya output kebijakan. Keberhasilan implementasi
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kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara isi kebijakan dengan
kepentingan agen-agen pelaksana dan stakeholders dari kebijakan itu. Bagaimana
keuntungan dan kerugian dari kebijakan itu didistribusikan kepada berbagai
kelompok stakeholders, agen pelaksana, interaksi antara isi kebijakan dengan
kepentingan stakeholders, serta dinamika dari lingkungan kebijakan akan sangat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pola hubungan antar
variable tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai mana

terlihat pada gambar berikut :
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Gambar 2
Kerangka Pemikiran
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BAB II1

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian tentang Inplementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan Dalam
Mengelola Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil ini
menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono {2007), Metode
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk'meneliti pada kondisi
obyek yang alami (natural), dan peneliti menjadi, instrumen kunci serta hasil
penelitiannya lebih menekankan pada makna dari yang diteliti, dari pada

menggeneralisasikan obyek penelitian.

Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi
lapangan, lebih peka terbadap perubahan pola/nilai dan babkan data yang ada di
lapangan (Moleong, 2002:5). Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap
fenomena yang “diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian
memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif daripada interpretasi
terhadap pengukuran data. Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata
dimaksudkan untuk dibuktikan (verification), namun dapat saja untuk
dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (falsification). Dengan
demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong,

2002: 2).
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B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi
pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2007: 207). Penelitian ini
merupakan penelitian yang membahas pengareh implementasi dan dampak
kebijakan pembagian kewenangan dalam mengelola izin usaha pertambangan di

Kabupaten Aceh Singkil, yang fokus penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi kebijakan pembagian\, kewenangan dalam

mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Menganalisis dampak (hambatan) implemientasi kebijakan pembagian
kewenangan dalam mengelola Izin{Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten

Aceh Singkil.

Analisis keberhasildn implementasi pembagian kewenagan dalam mengelola
Izin Usaha Pertambangandi Kabupaten Aceh Singkil analisanya sangat sesuai
memakai teori vang disampaikan oleh Edwar II (1980) berupa Komunikasi,
Sumber Daya,” Disposisi dan Struktur Birokrasi dan analisa dampak dari
implementasi tersebut menurut pendapat Salim (2004) yang harus diperhitungkan
akan digunakan sebagai acuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada temuan

lain. Sehingga alur penelitian akan tergambar pada diagram berkut:
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Diagram Alur Fokus Penelitian
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Kebijakan Pembagian Kewenangan Pengusahaan Pertambangan

Sentralisasi

Dekonsenstrasi

Desentralisasi

C. Lokasi Penelitian

b

r

Lol

Implementasi Kebijakan
Dekonsentrasi & Desentralisasi

Komunikasi

Sumber Daya
Disposisi
Struktur Birokrast

Diampak Implementasi & Temuan Lain

di Kabupaten Aceh Singkil

T s

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di lingkungan internal

Kabupaten Aceh Singkil dan lingkungan ekstenal Provinsi Aceh melibatkan

berbagai stakeholder yang terkait bidang usaha pertambangan. Pertimbangan

lainnya adalah bahwa peneliti bekerja di wilayah tersebut sehingga lebih mudah

mendapatkan akses dalam penelitian tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan

yang berlaku dalam penelitian.
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D. Teknik Analisa Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, peneliti membagi analisa pengamatan menjadi
3 (tiga) kelompok, yaitu pertama penelitian tentang kebijakan, kedua penelitian
tentang implementasi kebijakan dan ketiga penelitian terhadap dampak

implementasi kebijakan. Berikut tabel analisa penelitian yang diamati.

Tabel 2
Penelitian kebijakan yang diamati berdasarkan urutan tahun
Tahun Kebijakan

Pra Dokumentasi Sejarah Kebijakan PengusahaairPertambangan

1945

1945 Kebijakan publik tertinggi: Undang<Undang Dasar 1945

(revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia).

1958 UU No. 78 Penanaman Modal Asing

1960 UU No. 37 Pertambangan

1960 UU No. 5 Ketentuan Pokok Agraria

1963 PP Nomor 20 Pedoman Pelaksanaan UU No.37/1960

1966 Ketetapan MPRS pemanfaatan modal dari luar negeri,

No. XXIII/MPRE/1966 | membuka kemungkinan investasi asing di

bidang pertambangan.

1967 UUNo. 1 Penanaman Modal Asing

1967 UUNe, 11 Ketentuan Pokok Pertambangan.

1969 PE Nemor 32 Peraturan Pelaksanaan UU. 11/1967
Ketentuan Pokok Pertambangan.

1980 PP 'Nomor 27 Penggolongan Bahan-bahan Galian.

1986 PP Nomor 37 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di
bidang Pertambangan Kepada Pemerintah
Daerah Tingkat I (provinsi).

1999 UU No. 14 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Aceh Singkil

1999 UU No. 22 Pemerintahan Daerah.

1999 UU No. 44 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
Aceh

2000 PP Nomor 129 Pedoman Pelaksanaan UU No.22/1999

2001 UU No. 18 Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh

2001 PP Nomor 75 Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom.

2001 PP Nomor 75 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan.
2001 Perda Aceh No.20 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pertambangan Dan Energi Propinsi Daerah
Istimewa Aceh.
2002 Perda Aceh No. 12 Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas
Alam.
2004 UU No. 32 Pemerintahan Daerah.
2006 UU No. 11 Pemerintahan Aceh.
2007 UU No. 8 Pembentukan Kota Sulubussalam.
2007 PP Nomor 38 Pembagian Kewenangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
2009 UU No. 4 Mineral dan Batubara
2009 Peraturan Bupati Aceh | Pengelolaan Pertambarigan Mineral dan
Singkil Nomor 05 Batubara
tahun 2009
Tabel’s
Pengaruh Pada Implementasi dari Kebijakan
. Desentralisasi
Aceh Singkil
1 | Komunikasi
2 | Sumber Daya
3 Sumber D.aya Manusia . Dinas / Instansi
4 Informas i Dinas Pertambangan Terkai
.. erkait Pengurusan
5 Kewenangan Provinsi Aceh Perizinan
6 Sarana-dan Prasarana
7 | Disposisi
8 | StrukturBirokrasi

Tabel 4
Pengaruh Pada Dampak dari Implementasi Kebijakan
Desentralisasi di _ ]
Kabupaten Biaya Langsung Bﬁga :;::ak
Aceh Singkil gsung

i Dampak Internal :

Pemerintah Kabupaten Aceh Dalam pemb?lmsan Dalam pembahasan
s oki Bab IV Bab IV

Singkil

2 | Dampak Eksternal ] . _ -
(Stakeholder) Tidak dibahas | Tidak dibahas
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E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan,
dan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi. Sumber data hasil
dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk
penelitian, pengujian suatu peristiwa (Moleong, 1999: 161), maupun yang tidak
dipersiapkan untuk penelitian. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan
untuk menganalisa, menafsirkan bahkan untuk merafaikan’ Dokumen yang akan
dimanfaatkan dalam penelitian ini bisa berasal’dari\sumber mana saja, sepanjang
berhubungan dengan kebijakan, misalnya dokumien Statistik Aceh Singkil Dalam
Angka (ASDA), dokumen berupa arsip~dan laporan pada lembaga pemerintah

yang terkait.

Pedoman avawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
(Moleong, 19994136 :

I. Menentakan subjek wawancara atau narasumber yang akan
meinberi informasi atau data penelitian.

2. Mempersiapkan pokok permasalahan yang menjadi topik
pembicaraan sesuai dengan tujuan wawancara.

3. Mengawali sesi pertemuan dengan pembukaan yang terkadang
diselingi sedikit basa basi.

4, Melaksanakan wawancara menurut pedoman yang sudah disusun
sambil membuat catatan kecil atau petikan wawancara.

5. Menanyakan kebenaran dari kesimpulan wawancara kepada
narasumber kemudian sesi wawancara ditutup.

6. Menelisik dan menindaklanjuti hasil wawancara.

Adapun yang menjadi informan (nara sumber) dalam penelitian ini antara

lain:
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. Bappeda Provinsi Aceh.

Kepala Seksi Data & Informasi Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Aceh.

Bagian Ekonomi, Kepala Seksi Inventarisasi Penanaman Modal dan
Perizinan, Setdakab Kabupaten Aceh Singkil.

Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.

. Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Singkil

Kepala Seksi Perizinan, KP2TSP Kabupaten Aceh, Singkil.
Camat Gunung Meriah.

PT. Aneka Tambang Tbk (PT. ANTAM) sebagai Pemanfaatan Izin

F. Teknik Pengumpulan Data

Situasi sosial atau lokasi\penelitian harus benar-benar merupakan tempat

dimana permasalahan atdu feriomena sosial yang akan diteliti betul-betul terjadi.

Dalam menetapkan $ituasi sosial atau lokasi penelitian perlu mempertimbangkan

beberapa kriterta “sé¢bagai berikut: (1) sinuasi sosial yang relatif banyak

merangkum,_informasi tentang cakupan dalam topik penelitian, (2) situasi sosial

yang cukup sederhana untuk diamati, (3) situasi sosial yang relatif gampang

dimasuki, (4) situasi sosial yang tergolong diperkenankan untuk diamati, (5)

situasi sosial yang tergolong tak menimbulkan gangguan situasi apabila

diobservasi, (6) situasi sosial yang berlangsung relatif sering, dan (7) situasi sosial

yang memudahkan peneliti sekiranya hendak berpartisipasi (Faisal, 1990: 59-60).
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil peneliian, maka kesimpulan dalam
penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian berupa:

1. Pertanyaan pertama: Bagaimana implementasi kebijakan pembagian
kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangari.di Kabupaten Aceh
Singkil?

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan ‘dalam menjawab pertanyaan

pertama, peneliti mendapatkan kesimpulansebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-
undangan untuk /Kabupaten Aceh Singkil adalah desentralisasi
kewenangan dalarn"mengelola izin usaha pertambangan,

2. Atas dasar kebijakan desentralisasi kewenangan, pengelolaanya
dilaksanakan oleh 2 (dua) instansi, yaitu:

i. 77 Sub Bagian Inventarisasi Penanaman Modal & Perizinan pada
Bagian Ekonomi di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Singkil untuk bahan Golongan A dan Golongan B yang
memerlukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Aceh, dan

ii.  Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP), untuk

perizinan bahan galian Golongan C.
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3. Berkenaan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil,
beberapa kecamatan menjadi Kota Subulussalam telah dilakukan
peralihan pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertanyaan kedua: Bagaimana dampak implementasi kebijakan pembagian
kewenangan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Aceh
Singkil?

Setelah dilakukan analisa dan pembahasan dalam menjawab pertanyaan

kedua, peneliti mendapatkan kesimpulan:

1. Dampak dari pemekaran wilayah Kabupateti’Aceh Singkil menjadi Kota
Sulubussalam adalah pengurangan, sumberdaya antara lain: aparatur
daerah, informasi, kewenangan, sdarana dan prasaranan.

2. Berkurangnya personii apamtur daerah dan sararan serta prasarana ke
Kota Subulussalam berdampak langsung terhadap pengurangan sumber
daya dan asetKabapaten Aceh Singkil.

B. Saran

Berikut ini penulis menyampaikan saran agar implementasi kebijakan
pengelola izin pertambangan dapat berjalan sebagai mana mestinya yaitu:

1. Disposisi perizinan masih menemukan hambatan, apalagi dasar inplementasi
kebijakan pertambangan di Aceh berdasarkan Qanun 12 tahun 2002
sedangkan pusat menerapkan Undang-Undang Minerba nomor 4 Tahun
2010. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membuat
Rancangan Qanun Baru dan diharapkan dapat dibahas dan disetujui dalam
waktu dekat.
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2. Kepada Bupati Aceh Singkil disarankan segera merancang Qanun dinas
teknis (eselon II) atau pejabat eselon III khusus menangani bidang
pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya, agar
SOP pengelolaan izin bahan galian golongan A dan B dapat berjalan dengan
baik.
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Lampiran 1
Potensi Bahan Galian Unggulan di Provinsi Aceh
KABUPATEN BAHAN GALIAN POTENSI KETERANGAN
SUMBER DAYA
Aceah Besar Posfat 140.000 ton] Guano sebagian ditambang
Tras 99.304.000 ton{ Sudah ditambang
Diatome 700.000.000 ton] Belum ditambang
| Magnesit/Supertinit 210.000.000 tory Belum ditambang
Bijih Besi Magnetit 4.200.000 ton] Sudah ditambang
Pasir Basi 720.000 tonf Tidak aktif
Aceh Jaya Emas 0.2 - 4 ppm| Plaser belum ditambang
Batu gamping dolomit 5.350.000.000 tond Belum ditambang
Marmer 900.000.000 ton] Belum ditambang
Posfat 77.000 ton| Belurn ditambang
Batubara 2.400 ton] Belum ditambang
Pasir kwarsa 255.000.000.000 ton| Kadar Si0O, 85-84%
AndesL 670.000.000 ton] Belum-ditam
Sabang Puzolan/Tras 9.000.000 ton] Belum ditambang
Diatome 120.000-ton)\Beium ditambang
Kaolin 32.800.000 ton) Belum ditambang
Belerang 6.400 ton{ Belum ditambang
Andesit 930,000:000 ton] Belum ditambang
Panas Bumi 74,144 Mwe] (tipe C)
Pidie Emas, Perak, Tembaga 4432 ppin (grlton1 Endapan primer
Emas 0.4 ~2 .4 gritor| Endapan sekunder
Tembaga 8 — 40 griton] Primer belum ditambang
Bijih Besi Magnetit 10.000 ton| Endapan sungai
Puzolan/Tras 65.000.000 ton| Belum ditambang
Diatome 1.400.000 ton] Belum ditambang
Aceh Barat Emas 0.2 — 4 ppm (griton)| Endapan sungai
Batubara 350.900.000 ton| Kalori 4200-5800
Dolomit 800.000.000 ton| Kadar Mgo 4-14%
Marmer 200.000.000 ton] Abu-abu
- Posfat 3.400 tond Ti
Nagan Raya Batubara 71.200.000 ton] 4200-5600 gr/cai
Marmmer 1.110.000.000 ton] Belum ditambeng
Dolormnit 20.000.000 ton] Kadar Mgo 4-8%
Emass 0,4 — 4 ppm| Endapan sungai
Abdya Biph Besi Magnhetit 12.900.000 ton] Primer
Magnetit/Supemnitit 3.600.000 tory Belum ditambang
Marmer 3.431.000 ton] Belum ditambang
Aceh Selatan Bijih Besi Magnetit 1.200.000 toy Primer
Mangan 4.200.000 tony Primer
Marmer 160.750.000 ton] Warma abu-abu kristalin
‘Subulussiam | Bijih Besi Magnetit 20.000.000 ton] Primer, belum ditambang
_ Galena/Timah hitam 4.000.000 tony Primer, belum ditambang
Aceh Timur Timah hitam 400.000 ton] Primer, belum ditambang
Bijih Besi Magnetit 22.000.000 ton] Primer, belum ditambang
| Granit 900.000.000 tory] Primer, belum ditamb.
Gayo Lues Trmah hitam 1.200.000 ton] Pramer, belum ok
Bijih Besi Magnetit 22.000.000 tory Primer, belum ditambang |
_ Marmer 400.000.000 % Abu-abu kristadin
Aceh Tamiang | Bijh Besi Magnetit 2.400.000 Primer, belum ditambang
Dolomit 1.190.000.000 ton] Kadar Mgo 14-24%
Posfat 400.000 tor Sudah di
Singkil Pasir Kuarsa 5.250.000 ton| Kadar Si0,82-92%
Gambut 11.800.000 ton] Belum ditambang

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007)
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Lampiran 2

Penyebaran Bahan Tambang Galian Logam di Provinsi Aceh

KETERANGAN:

Au : Emas

Cu : Tembaya’

Ph - Timah HibymnNg
Mo 0 Mohibdentt

Fe . Besi Pasyur 865
Zn - Seng )

Sumber; Dinas Pertambangan Provinsi aceh (2007)
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Lampiran 3
Gambar
Peta Konsesi Pertambangan di Provinsi Aceh

s RansesiPertambangandi Povins Nenggroe ceh Dausslam
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Lampiran 4

Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilihat dari segi
kewenangan pembagian urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral khusus sub
bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah

Sentralisasi Dekonsentrasi Desentralisasi

i Penetapan kebijakan
pengelolaan mineral,
batubara, panas bumi dan air
tanah nasional.

2 | Pembuatan peraturan Pembuatan peraturan j\FPémbuatan
perundang-undangan di perundang-undangan \, | peraturan
bidang mineral, batubara, daerah provinsi di perundang-
panas bumi, dan air tanah. bidang undangan daerah

mineral, batubara, kabupaten/kota di

panas bidang mineral,

bumi, dan airtanah. batubara, panas
bumi, dan air
tanah.

3 | Pembuatan dan penetapan
standar nasional, pedoman,
dan kriteria di bidang
pengelolaan pertambangari
mineral, batubara, panas bumi
dan air tanah serta
kompetensi kerja
pertambangan.

4 | Penetapankriteria kawasan Penyusunan data dan | Penyusunan data
pertainbangan dan wilayah informasi usaha dan informasi
kerja usaha pertambangan pertambangan mineral | wilayah kerja
mineral dan batubara serta dan batubara serta usaha
panas bumi setelah mendapat | panas bumi lintas pertambangan
pertimbangan dan/atau kabupaten/kota. mineral dan
rekomendasi provinsi dan batubara serta
kabupaten/kota. panas bumi skala

kabupaten/kota.
Penetapan cekungan air tanah | Penyusunan data dan | Penyusunan data
setelah mendapat informasi cekungan dan informasi
pertimbangan provinsi dan air tanah lintas cekungan air tanah
kabupaten/kota. kabupaten/kota. skala

kabupaten/kota.
Pemberian rekomendasi Pemberian Pemberian
teknis untuk izin pengeboran, | rekomendasi rekomendasi
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izin penggalian dan izin teknis untuk izin teknis untuk izin
penurapan mata air pada pengeboran, izin pengeboran, izin
cekungan air tanah lintas penggalian dan izin penggalian dan
provinsi. penurapan mata air izin penurapan
pada cekungan air mata air pada
tanah lintas cekungan air tanah
kabupaten/kota. pada wilayah
kabupaten/kota.
Pemberian izin usaha Pemberian izin usaha | Pemberian izin
pertambangan mineral dan pertambangan usaha
batubara, panas bumi, pada mineral, batubara dan | pertambangan
wilayah lintas provinsi dan di | panas bumi pada minéral, batubara
wilayah laut dan di luar 12 wilayah lintas déan panas bumi
(dua belas) mil. kabupaten/kota dan pada wilayah
paling jauh 12 (dua kabupaten/kota dan
belas) mil laut didkur) | 1/3 (sepertiga) dart
dari garis pantai ke wilayah
arah laut lepas kewenangan
dan/ataucke arah provinsi.
perairan kepulauan.
Pemberian izin usaha Perberian’izin usesha | Pemberian izin
pertambangan mineral, dan perfanmibangan usaha
batubara untuk operasi mineral, dan batubara | pertambangan
produksi, yang berdampak untuk operasi mineral,
lingkungan langsung lintas produksi, yang dan batubara untuk
provinsi dan/atau daldm berdampak operasi produkst,
wilayah laut dan di lusar 12 lingkungan langsung | yang berdampak
{dua belas) mil laut, lintas kabupaten/kota | lingkungan
dan paling janh 12 langsung pada
{(dua belas) mil laut wilayah
diukur dari garis kabupaten/kota dan
pantai ke arah laut 1/3 (sepertiga) dari
lepas dan/atau ke arah | wilayah
perairan kepulauan. kewenangan
provinsi.
Pembinaan dan Pengawssan | Pembinaan dan Pembinaan dan
pelaksanaan izin ussha pengawasan pengawasan
ertambangan mineral, pelaksanaan pelaksanaan
batubara, dan panas bumi izin usaha izin usaha
pada wilayah lintas provinsi | pertambangan pertambangan
dan di wilayah laut dan di mineral, batubara dan | mineral, batubara
luar 12 (dua belas) mil. panas bumi pada dan
wilayah lintas panas bumi, pada
kabupaten/kota dan wilayah
paling jauh 12 (dua kabupaten/kota
belas) mil laut diukur | dan 1/3 (sepertiga)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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dari garis pantai ke dari

arah laut lepas wilayah
dan/atau ke arah kewenangan
perairan kepulauan. provinsi.

10 | Pembuatan dan penetapan
klasifikasi, kualifikasi serta
pedoman usaha jasa
pertambangan mineral,
batubara, panas bumi dan air
tanah.

11 | Pemberian izin badan usaha | Pemberian izin badan | Pemberian izin
jasa pertambangan mineral, usaha jasa baddn.usaha jasa
batubara, dan panas bumi pertambangan pertambangan
dalam rangka Penanaman mineral, batubara, dan {.mineral, batubara,
Modal Asing (PMA) dan panas bumi dalam dan panas bumi
Penanaman Modal Dalam rangka PMA dan dalam rangka
Negeri (PMDN) serta yang PMDN lintas PMA dan PMDN
mempunyai wilayah kerja kabupaten/Kota. di wilayah
lintas provinsij, kabupaten/kota.

12 | Pengelolaan, pembinaan dan | Pengelolaan, Pengelolaan,
pengawasan pelaksanaan izin | perbinaan pembinaan
usaha jasa pertambangan dan pengawasan dan pengawasan
mineral, batubara, dan panas < | pélaksanaan izin pelaksanaan izin
bumi dalam rangka usaha jasa usaha jasa
penanaman modal. pertambangan pertambangan

mineral, batubara, dan | mineral, batubara,
panas bumi dalam dan panas bumi
rangka penanaman dalam rangka
modal lintas penanaman
kabupaten/kota. modal di wilayah
kabupaten/kota.

13 | Pembinaandan Pengawasan | Pembinaan dan Pembinaan dan
keselamatan dan kesehatan pengawasan pengawasan
kerja, lingkungan keselamatan dan keselamatan
pertambangan termasuk keschatan kerja, dan kesehatan
reklamasi [ahan pasca lingkungan kerja, lingkungan
tambang, konservasi dan pertambangan pertambangan
peningkatan nilai tambah termasuk reklamasi termasuk reklamasi
terhadap usaha pertambangan | lahan pasca tambang, | lahan pasca
mineral, batubara, dan panas | konservasi dan tambang,
bumi, pada wilayah lintas peningkatan nilai konservasi dan
provinsi atau yang berdampak | tambah terhadap peningkatan nilai
nasional dan di wilayah laut. | usaha pertambangan | tambah terhadap

mineral, batubara dan | usaha
panas bumi, pada pertambangan
wilayah lintas mineral, batubara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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kabupaten/kota atau | dan panas bumi,
yang berdampak pada ilayah
regional. kabupaten/kota.

14 | Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pembinaan dan
pengusahaan Kuasa Pengawasan pengawasan
Pertarnbangan (KP) lintas pengusahaan KP pengusahaan KP
provinsi, Kontrak Karya (KK) | lintas kabupaten/kota. | dalam wilayah
dan Perjanjian Karya kabupaten/kota.
Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) yang
diterbitkan berdasarkan
Undang-Undang tentang
Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan.

15 | Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pembinaan dan
keselamatan dan kesehatan pengawasan pengawasan
kerja, lingkungan keselamatan dan Keselamatan dan
pertambangan termasuk kesehatan kerja, Kesehatan Kerja,
reklamasi lahan pasca lingkungan lingkungan
tambang, konservasi dan pertambangan pertambangan
peningkatan nilai tambah terasuk reklamasi termasuk
terhadap KK dan PKP2B lahan-pasca tambang, | reklamasi lahan
yang telah dikeluarkan konservasi dan pasca tambang,
berdasarkan Undang-Undang |‘peningkatan nilai konservasi dan
tentang Ketentuan Pokok- tambah terhadap KP | peningkatan nilai
Pokok Pertambangan. lintas kabupaten/kota. | tambah terhadap

KP dalam wilaysh
kabupaten/ kota.

16 | Penetapan wilayah Konservasi | Penetapan wilayah Penetapan wilayah
dan pencadangan sumber konservasi air tanah | konservasi air
daya mineral, batubara dan lintas kabupaten/kota. | tanah dalam
panas.bumt nasional serta air wilayah
tanah. kabupaten/kota.

17 | Pembinaan dan Pengawasan | Pembinaan dan Pembinaan dan
pelaksanaan izin usaha pengawasan pengawasan
pertambangan mineral, dan pelaksanaan izin pelaksanaan
batubara untuk operasi usaha pertambangan | izin usaha
produksi, serta panas bumi mineral, dan batubara | pertambangan
yang berdampak lingkungan | untuk operasi mineral, dan
langsung lintas provinsi produksi, serta panas | batubara untuk
dan/atau dalam wilayah laut. | bumi yang berdampak | operasi produksi,

lingkungan langsung | serta panas bumi

lintas kabupaten/kota. | yang berdampak
lingkungan
langsung dalam
wilayah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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kabupaten/kota.

Pengelolaan, pembinaan, dan
pengawasan wilayah kerja KP
dan kontrak kerja sama
pengusahaan pertambangan
panas bumi yang dikeluarkan
sebelum diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2003 tentang Panas
Bumi yang berdampak
nasional.

19

Penetapan kebijakan batasan
produksi mineral, batubara
dan panas bumi.

20

Penetapan kebijakan batasan
pemasaran dan pemanfaatan
mineral, batubara dan panas
bumi.

21

Penetapan kebijakan
kemitraan dan kerjasama
serta pengembangan
masyarakat dalam
pengelolaan mineral, batubard
dan panas bumi.

Perumusan dan penetapéan
tarif iuran tetap dan iaran
produksi mineral /batubara
dan panas bumi.

23

Penetapan kebijakan
pemanfaatan dan penggunaan
dana péngembangan batubara
dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

24

Penetapan pedoman nilai
perolehan air tanah pada
cekungan air tanah lintas
provinsi dan lintas negara.

Penetapan nilai
perolehan air tanah
pada cekungan air
tanah lintas
kabupaten/kota.

Penetapan nilai
perolehan air tanah
pada cekungan air
tanah dalam
wilayah
kabupaten/ kota.

25

Pengelolaan data dan
informasi mineral, batubara,
panas bumi dan air tanah
serta pengusahaan dan Sistem
Informasi Geografis (SIG)
wilayah kerja pertambangan
nasional.

Pengelolaan data dan
informasi mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah serta
pengusahaan dan SIG
wilayah kerja
pertambangan di

Pengelolaan data
dan informasi
mineral, batubara,
panas bumi dan air
tanah serta

pengusahaan dan
SIG wilayah kerja
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wilayah provinsi. pertambangan di
wilayah
kabupaten/kota.

26 | Penetapan potensi panas bumi | Penetapan potensi Penetapan potensi
dan air tanah serta neraca panas bumi dan air panas bumi dan air
sumber daya dan cadangan tanah serta neraca tanah serta neraca
mineral dan batubara sumber daya dan sumber daya dan
nasional, cadangan mineral dan | cadangan mineral

batubara di wilayah dan batubara di
provinsi. wilayah
kabupaten/kota.

27 | Pengangkatan dan pembinaan | Pengangkatan dan Pengangkatan dan
inspektur tambang serta pembinaan inspektur | pembinaan
pembinaan jabatan tambang serta imspektur
fungsional. pembinaan jabatan tambang serta

fungsional provirisi pembinaan jabatan
fungsional
kabupaten/kota.
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Lampiran 6 :
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setdakab Aceh Singkil
; Lampiran o Commun Kaluagial:
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BAGAN $TRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BUPATI Tanpgal :_08 Deanwver 2
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QANUN PROVINS| NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG
PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

bahwa Sumber Daya Alam adalah Anugerah Allah SWT yang harus dikelola secara efektif
dan efisien sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;

bahwa pengelolaan Pertambangan Umum, Minyak Burni dan Gas Alam sebagai bagian
dari pengelolaan Sumber Daya Alam, harus dilaksanakan dengan memperhatikan
kepentingan negara dan daerah dimana kegiatanitu dilasksanakan;

bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, telah memberikan keleluasaan yang lebih
besar bagi daerah untuk menggali dan niemberdayakan Sumber Daya Alam yang ada di
daerah;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hunif a, b, dan ¢, perlu diatus dan
ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Undang-undang Nomor.24 Taliun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi
Aceh dan perubahari peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik indonesia’Tahun 1956  Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(LembaranNegara Republik indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan
{Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2831);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tenitang Pengelotaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699 );

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 };

Undang-undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh sebagal Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara

Koleksi PerpustakaanRepiblik indenesia thhunz2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);



Lampiran: 7 41540.pdf

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubiik iIndonesia Tahun 2000
Nemor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Il Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Dengan persetujuar
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERTAMBANGAN
UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun inj yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjuinya dissbut Pemerintah, adalah Perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Gubemur adalah Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemerintah Pmvinsi adalah Gubemur beseria Perangkat Daerah Otonomi yang lain
sebagai Badan tksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Qanun-adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang—undang di Wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus.

6. \Jsaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi,
Keterdapatan, kualitas, kuantitas bahan galian, kegiatan pertambangan,
pengolahan/pemumian, pengangkutan dan penjualan.

7. Bahan gafian adalah unsur-unsur kimia, mineral bijih segala macam batuan,
batubara, dan gambut yang merupakan endapan/suspensi alam.

8. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, ozokerit
(lilin mineral) dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak
termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan
gas alam.

9. Gas Alam adaiah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
minyak bumi dan gas alam, antara lain liquefied Natural Gas (LNG) yaitu gas bumi
yang diubah menjadii cair untuk memudahkan pengangkutan.

10. Bahan Bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak
buml.

_ 11.  Penyelidikan umum adalah Penyelidikan secara Geologi umum atau Geofisika, di
Koleksi Perpustakaan U dixgtsi peraraibDddedan udara, segala sesuatu untuk membuat peta Geologi umum
atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

= LN
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Eksplorasi adalah penyelidikan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama
tentang kualitas dan kuantitas bahan galian serta keterdapatan dan sebarannya.

Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambagan untuk menghasilkan dan
memanfatkan bahan galian.

Konirak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk-bentuk kontrak kerja sama
lain dalam kegiatan kefja sama eksplorasi dan ekspioitasi yang lebih menguntungkan
Negara dan Daerah serta hasinya dipergunakan sebesar-besamya bagi kemakmuran
rakyat.

Wilayah kerja adalah daerah tertentu untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitast.

Pengolahan/pemumian adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi
mutu bahan galian untuk memperoleh unsur yang tercapai pada bahan galian itu serta
memanfaatkannya.

Pengangkutan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan
palian dan hasil pengolahan/pemumian bahan galian dan daarah kegiatan eksplorasi,
eksploitasi, dan tempat pengolahan/pemumian.

Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian dan hasil
pengolahan/pemumian bahan galian.

Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan
untuk melaksanakm usaha pertambangan.

Pertambangan Rakyat adalah usaha peitambangan yang dilakukan oleh masyarakat
setempat.

Waste adalah tanah/batuai yang berada di atas (overburden), di antara (interburden)
atau di sekelifing bahan galian yang ikut tergali tetapi tidak dimanfaatkan.

Jasa pertambangan‘adaiah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang
berhubungarn dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjangnya.

Izin adaiah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan
kegiaian iertertu di bidang minyak bumi dan gas atam.

Persehujuan adalah pemyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan
usaha untuk melaksanakan kegiatan tertenty di bidang minyak bumi dan gas alam.

Lifting adalah bagian dari produksi minyak bumi dan gas alam yang dijual.

Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagal syarat
untuk mendapatkan izin.

Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha minyak dan gas alam, serta Pertambangan Umum.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan psrundang-
undangan yang beriaku dan bekerja, berkedudukan dalam witayah Republik indonesia.
Bentuk Usaha Tetap adalah Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di witayah Republik
Indonesia.

Wilayah kuasa periambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu
dalam wilayah hukum pertambangan indonesia untuk melakukan kegiatan Eksplorasi
dan Eksploitasi minyak bumi dan gas alam.

BAB Il

Koleksi Perpustakaan Universitas TerbUkaPENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 2
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Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam baik di daratan maupun di perairan, yang merupakan kekayaan alam
adatah milik Nasional Bangsa indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Bahan-bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas tiga golongan

a.  golongan bahan galian strategis ;

b. golongan bahan gafian vital ; dan

¢.  golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b.

Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB i
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM
Pasal 3

Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila teiah mendapat
Kuasa Pertambangan (KP), Konirak Karya (KK), Pefjanjian-Xarya Pengusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B), Surat Izin Pestambangan Daerah (SIPD) dan Surat
zin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Gubemur/Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pemberian Kuasa Pertambangan bahan galian strategis (non migas) dan vital oleh
Bupati/Walikota diberikan setelah mendapat tzin prinsip atau persetujuan dar
Gubermur.

Pemberian Kuasa Pertambangan bahangalian non strategis dan non vital {golongan
galian c) untuk kias wilayah 2 10"{sepuluh ) hektare atau menggunakan peralatan
berat dan atau bahan peledak hanya dapat diberikan oleh Bupati/Watikota setelah
mendapat izin prinsip atati peraztujuan dari Gubernur.

Usaha Pertambangan deadam rangka pemberian kuasa pertambangan dapat diberikan
kepada :

perusahanNegara ;

perusaiian Daerah ;

penisahan Swasta Nasional ;

koperasi ;

perorangan ;

perusahaan dengan modal bersama antara negara /perusahaan di satu pihak
dengan Provinsi dan atau Kabupaten atau Perusahaan Daerah di pihak lain ; dan

perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan
atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan atau
Perseorangan Swasta di pihak lain.

Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Karya (KK}, Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditakukan oleh Badan Hukum
Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Umtm pengaturan lebih lanjut
ditetapkan dalam keputusan Gubemur,

Menyimpang dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bahan Galan
Radio Aktif hanya dissahakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

KumPertanbangm(KP)wbagamanadlmakaldddanpstayd(nde
daiam bentuk

a. wratkeputnsmpemberiankuasapeﬂambmgm
b. sutatkepumsmpenugasmpembangandan

#eoacow

=

a. kuasa pertambangan pawelndakan umum ;

Koleksi Perpustakaan Un&verﬁﬁg sksplorasi ;

eksplortasl
d. kuasa pertambangan pengolahan dan pemumian ;
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8. kuasa pertambangan pengangkutan ; dan
f.  kuasa pertambangan penjuatan.

BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 5

Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Gubemur dengan
melampirkan persyaratan yang diperfukan,

Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Gubemur.

Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dan satu pemohon, maka prioritas pertama
diberikan, ditentukan oleh Gubemur berdasarkan urutan dan kelengkapan pengajuan
permohonan,

BABV
LUAS WILAYAH
Pasal 6

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan
Umum maksimal 25.000 hekiar,

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satis wilayah Kuasa pertambangan eksplorasi
maksimal 10.000 hektar.

Luas wilayah yang dapat diberikan’untik satu wilayah Kuasa Pertambangan eksploitasi
maksimat 5.000 hektar.

Pasal 7

Jumlah wilayah Kuyasa Pertzmbangan yang dapat diberikan kepada perusahaan atau
perorangan maksimum 5 {iima) wilayah.

Untuk mendapatkan luas wilayah Kuasa Pertambangan atau jumiah wilayah Kuasa
Pertambangan medsbihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7
ayat (1) harusseriebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubemur.

BAB VI
MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 8

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Gubesnur urituk jangka wakhu 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi apabila diperlukan.

(1)
2
@)

Pasal 9

Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Gubemur untuk jangka wakiu selama-
lamanya 3 (tiga) tahun.

(Gubemur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk

jangka waktu 2 (dua) kali 1 (satu) tahun.

usaha pertambangan ke tahap eksploitasi Gubemur dapat memberikan perpanjangan

mWEWMS(ﬁm)mmw

Pasal 10

Koleksi Perpustalﬁ)an Mg&ggwm| diberikan oleh Gubemur untuk jangka waktu selama-

lamanya 20 {dua puiuh) tahun.



Lampiran: 7

(2)

(1
2)

(1}
(2)

41540.pdf

Gubemur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
jangka waktu 2 (dua) kali 5 (lima) tahun.

Pasat 11

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemumian diberikan oleh Gubemur untuk jangka

waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun,
Gubemur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
jangka waktu 2 (dua) kali 5 (ima) tahun,

Pasal 12
Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Gubemur untuk jangka
waktu selama-amanya 10 (sepuluh) tahun.

Gubemur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
jangka waktu setiap kali perpanjangan 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasat
9,10,11,12 diajukan pemohon secara tertulis kepada Gubemur sebelum berakhir masa
berlakunya.

(1)
(2)

(1)

(2)
(3

(1)

@

3)

Koleksi Perpustakaaﬁe m%" '
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BAB VI
PENUGASAN PERTAMBANGAN
Pasal 14

Kuasa Pertambangan penugasan dapat diberikan kepada instansi Pemerintah atau
Perguruan Tinggi dalaim rangks penelitian bahan galian.
Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Gubemur.

BAB VIiI
PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 15

Bupati/Walikota sebelum memberikan izin Pertambangan Rakyat terlebéh dahuku Gubemur
menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari
Gubemur atau Dinas terkaitdi  Provinsi,

Usaha Pertambangan Rakyat hanya diberikan kepada perorangan dan atau kelompok
masyarakat

Pengaturan lebih lanjut tentang wilayah kesja Pertambangan Rakyat ditetapkan
berdasarkan keputusan Bupati/Walikota dengan mempedomani peta “Zonasi
Pertambangan® Provinsi.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 18

Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah
kekuasa pertambangannya sesuai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud daiam pasal 4
ayat (1).
Pemegang Kuasa Pertambangan penyelidikan umum berhak untuk meningkatkan
usahanya ketahap eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubemur
dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
PemgmgKuasaPmtanbmgmekspbra&beﬂmkunh&mnmgka&mmhanyakemhap
3 |¢ permohonan tertulis kepada Gubemur dengan memenuhi
Pemegang KuasaEksplomsidm atau kuasa Pertambangan Eksploftasi

oy U2
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berhak memiliki bahan galian yang tergali setelah memenuhi kewajiban membayar iuran
tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi.

Pasal 17

Pemegang Kuasa pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil
penyelidikan dan atau/perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Gubemur
secara bertahap sefiap 3 (tiga) bulan sekali.

Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Pemegang Kuasa
Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatantahunan kepada Gubemur
mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.

Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran fetap setiap tahun sesuai fuas
dan tahapan kegiatan.

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi bahan
galianitasi tergali sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran
eksploitasi/produksi atas hasil produksi yang diperoleh sesuai dengan tarif berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang beraku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besamya iuran dantata cara pembayaran iuran tetap,
iuran eksplorasi, iuran eksploitasi/produksi ditetapkan dengan keputusan Gubemur.

Pasal 18

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) sesuaidengan perundang-undangan yang beriaku.

Pemegang Kuasa Pertambangari wajib melakukan pengelotaan dan memetihara
kelestanian lingkungan sesua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Lingkungan Hidup.

BAB X
BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 19

Apabila setelah berakhimya jangka waktu pemberian Kuasa Pertambangan tidak diajukan
peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, pemegang Kuasa
Pertambangan, dinyatakan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
Pemegang Kuasa Petambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangan kepada
Gubemur dengan mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan
mengenai pengembalian tersebut.

Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah setelah mendapat persetujuan dari
Gubernur.

Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan oleh Gubemur walaupun masa bertakunya be{um
berakhir apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajiban dalam keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-
ketentuan lain yang beraku.

Sebagai akibat berakhimya Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
(2), (3) Pemegang Kuasa Pertambangan tetap hasus menyelesaikan kewajiban-kewajiban
yang belum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan.

BAB X|
KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 20
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Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke
badan atas persetujuan Gubemnur,

Tata cara dan persyaratan pemindahan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BAB Xii
KETENTUAN KERJASAMA USAHA
Pasat 21

Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai untsur permodaian dengan pihak
ketiga.

Pemegang Kuasa Pertambangan dapat bekerjasama dengan pihak lain setelah
mendapat persetujuan dari Gubemizr.

Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh
Gubemur.

BAB Xl
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS-BUMI
Pasal 22

Kegiatan Pengusahaan Minyak Bumi dan Gas Alant yang dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdin aias-;
a. persetujuan penggunaan wilayah Kuasa Pettambangan atau witayah Ketja kontraktor
untuk kegiatan lain diluar kegiatah minyak bumi dan gas alam ;
b. rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan
minyak bumi dan gas alam;
¢. izin pendinan dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan
di daerah operasi 12 (dua beias) mil laut ;
d. izin pembukaan kantor pérwakilan perusahaan di sub sektor minyak bumi dan gas
alam;
rekomendasi lokasi pendirian kilang ;
izin pendiitan depot lokal ;
izin pendisian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) ;
iﬁnpanmnhmbienbahanbakaﬂusus(BBK)mﬂkman(dta)mkm:
izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas ; dan
persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang, kecuali yang
bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan, dan teknologi tinggi.
Pemberian izin pada kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
d dan pada kegiatan hiir hurutf, g, b, i diberikan oleh BupatiWalikota setelah mendapat
persetujuan dari Gubemur,
Pengusahaan minyak bumi dan gas alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)
huruf a sampai huruf j dapat dilaksanakan oleh :
a. Badan Usaha Milik Negara ;
b. Badan Usaha Milik Daerah ;
¢. Koperasi; dan
d. Badan Usaha Swasta.

S Te e

Pasal 23

Wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap
ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Gubemur.

Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah
kerja

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah
Kerja, harus dibentuk Badan Hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pasal 24
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Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah
kerja harus mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana
dan setelah berkonsultasi dengan Gubemur.

Pasal 25

(1)  Perumusan dan pelaksanaan konfrak kerjasama serta perpanjangannya, diiaksanakan
oleh Pemerintah bersama dengan Gubemur,

(2) Dalam membahas dan menentukan Rencana Tahunan serta penentuan Budget (Work
Program dan Budget), perlu keikutsertaan Pihak Pemerintah Provinsi.

(3) Kontrak Production Sharing (KPS) berkewajiban menyampaikan laporan produksi dan
keuangan setiap triwulan serta laporan tahunan kepada Gubemur.

Pasal 26

Dalam mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25, Gubemur
membentuk Tim Pertimbangan Teknis Daerah yang terdiri dari ufisur-unsur terkait

Pasal 27

Tugas Tim Pertimbangan Teknis Daerah antara lair(:

a. membantuwbekerja sama dengan Badan Peldksanadan Badan Pengatur dalam rangka
pelaksanaan kegiatan hulu dan hilir miny=k tdémi dan gas alam.

b. memberikan pertimbangkan dan masukar kepada Gubemur, dalam rangka tugas
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25.

c. melakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak bumi dan gas
alam.

d. melakukan pemantauan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan
bakar minyak bumi dari gas alam.

e. melakukan pemantauan penerimaan perimbangan dana minyak bumi dan gas alam
berdasarkan lifting-yang ditetapkan Pemerintah; dan

f.  melakukan penaniauan dan evaluasi dati kegiatan huiu dan hilir.

BAB XIV
KEMITRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Pasal 28

(1Y~ Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah
(SIPD) serta Kontrak Production Sharing (KPS) diwajibkan menjalin hubungan kemitraan
dalam menjalankan usahanya guna menghindari munculnya anak perusahaan dani usaha
yang dijalankan tersebut.

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah
(SIPD) serta Kontrak Production Sharing (KPS) berkewajiban untuk mendanai Program
Pengembangan Masyarakat (Community Development-CD) sebesar 1% dari total biaya
yang dikeluarkan perusahaan. Dana Community Development bukan sebagai unsur
ongkos, tetapi bagian dani keuntungan perusahaan.

(3)  Witayah Community Development mediputi lingkungan dan masyarakat yang
bemmgm langsung dengan kegiatan perusahaan (30%), kabupaten/kota (30%) dan

4 ngmdmkegiaMComnmnﬂyDevdopdeibkmkmpadawpeuMayam
:an pengembangan masyarakat sesuai dengan skala prioritas masyarakat dan wilayah

elompok sasaran.

Perencanaan, dan awasan diatur secara sinergi antara perusahaan
Koleksi Perpustakzh 4jids it Sipa. Pomenioh sobmpl adaah
a.  Gampong, Mukim dan Kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung ;
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b. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ; dan
¢.  Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 29

Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 antara lain :

a.  menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat dan atau Koperasi sebagian

lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya ;

b. membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat ;

¢. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat ;

d. memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk
melakukan kegiatan penunjang ; dan

€. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut serta dalam pelaksanaan
reklamasi.

Pemegang kuasa pertambangan wajib memprioritaskan tenaga kerja setempat dalam
kegiatan usahanya.

Pemegang kuasa pertambangan yang telah mencapai kegiatan.eksploitasi/produksi wajib
melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat mefiputi peningkatan sumber daya
manusia, kesehatan, sarana dan prasarana serta periumbuhan ekonomi.

Pemegang kuasa pertambangan yang telah mencapai eksploitasi/produksi wajib
membina, menumbuh kembangkan dan menjadi bapak angkat usaha kecil dan menengah
setempat.

Perencanaan dan pelaksanaan pengernbangan wilayah dan masyarakat dilakukan
bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan masyarakat sefempat.

Pasai 30

Gubemur bersama-sama dengan Lembaga Masyarakat setempat melakukan

pengawasan terhadap perehcanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah,
kemitrausahaan gan pengembangan masyarakat

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Gubemur.

BAB XV
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 31

Pemegang Xuasa Pertambangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip konservasi bahan
galian dan pertambangan.

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disetujui.

Peruntukan lahan bekas tambang dan tingkat produkiivitas lahan setelah reklamasi
ditetapkan oleh Gubemur sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutsertakan
masyarakat dan pemilik tanahAahan.

Peruntukkan lahan bekas tambang dicantumkan dalam perjanfian penggunaan tanah.

Pasal 32
Sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi, pemegang kuasa

faminan reklamasi.
Koleksi Perpustak&?n m cara penempatan, penyetoran dan besamya jaminan reklamasi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemur.
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Pasal 33

Gubemur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang kuasa pertambangan.
Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan selama usaha pertambangan berlangsung dan pada pasca tambang.

BAB XV
HUBUNGAN PEMEGANG USAHA PERTAMBANGAN DENGAN
HAK ATAS TANAH
Pasal 34

Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menggantikan kerugian kepada yang berhak, atas
kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, di dalam atat-di fuar wilayah kuasa
Pertambangannya akibat dari usahanya baik perbuatan itu dilakikan dengan sengaja atau
tidak.

Besamya ganti rugi hak atas tanah dapat dilakukan sekaligus atau selama hak tanah

tersebut tidak dapat digunakan yang ditenfukzn bérsama-sama antara pemegang kuasa
Pertambangan dengan yang berhak.

Pazal 35

Pemegang Kuasa Pertambangari tahap ekploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) juga diwajibkan menggantikan lahan yang
digunakan dalam kegiatannya.

Kerugian disebabkan oleh usaha dari dua pemegang Kuasa Pertambangan atau lebih
dibebankan Kepada mereka secara bersama.

Pasal 36

Apabila telah diperoleh kuasa Pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah, maka
peinegang hak atas tanah diwaiibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan
pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan diberi ganti rugi terlebih dahuku atas
dasar musyawarah dan mufakat.

Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang
kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 37

Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35 maka penentuannya diserahkan
kepada Gubemur setempat.

Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Gubemur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada

Pengadilan setempat.

Pasal 38

Apabila telah diberikan Izin Kuasa Pertambangan padasebidangim&mdiatpmyalidak
Koleksi Perpustak tadapst ok atasctanale makadanah tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah lain kecuali
dengan persetujuan Gubemnur sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 39

Tata cara pefaksanaan dan penetapan ganti rugi atas tanah sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 34, 35, 36 dan 37 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku,

BAB XVil
PENERIMAAN KEUANGAN
Pasal 40

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memenuhi kewajiban berikut :

a.  iuran tetap untuk wilayah kuasa pertambangan ;

b. iuran produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan ;

c. pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang
kuasa pertambangan ;

d. kewsjiban memotong pajak penghasilan atas pembayaran deviden, bunga, termasuk
imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royaity,.dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen
serta jasa lainnya ;

e. pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah izin usaha pertambangan dan
penggunaan bumi dan bangunan dimana pamegang kuasa pertambangan
membangun fasiitas operasi penambarigen ; dan

f.  bagian penerimaan perimbangan wiinyak bumi dan gas alam.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam’ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Gubemnur.

(4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan pengusahaan
minyak dan gas bumi terdiri atas:
a. dana petimbangan’;
b. iuran tetap ;
c. iuran eksplovasi dan eksploitasi ; dan
d. bonus.

(5) Dalamrangka optimalisasi penerimaan sebagaimana dimaksud datam ayat (4) terlebih
dahulu, periu'dilakukan audit keuangan badan usaha atau bentuk usaha tetap oleh auditur
independer.

Pasal 41

Pamaegang kuasa pertambangan tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah dan luran Produksi
akibat ikut tergalinya waste.

BAB XV
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 42

(1)  Apabila terdapat keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahuiu
(keadaan memaksa), sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Lzin Usaha Pertambangan
terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Gubsmur atau dapat menentukan
tenggang waktwimoratorium yang diperhitungkan delam jangka wakiu kuasa
pertambangan alas permintaan pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan,

(2) Dalam tenggang waktuw/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan
kewajiban pemegang kuasa pertambangan tidak berlaku.

(3) Gubemur mengeluarkan keputusan mengenai tenggang wakiwmoratorium tersebut,
mengenai keadaan memaksa di daerah dimana wilayah kuasa pertambangan tersebut
terletak, untuk dapat atau tidaknya medakukan usaha pertambangan.

Koleksi Perpustakgan Bt iassfsmidkarkan keputsan diterima atau ditolaknya perminiaan tenggang
waktwmoratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam jangka wakiu selambat-
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lambatnya 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebust.

Pasal 43

(1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menunda kegiatan usahanya dengan pesetujuan
Gubemur sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi kegiatan usahanya.

(2)  Sefiap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pelaksanaan
hak dan kewajiban pemegang kuasa Pertambangan,

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

(1)  Dalam rangka pembinaan, pemerintah furut memberi pedoman, bimbingan, arahan dan
supervisi penyelenggaraan usaha pertambangan di Provinsi.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan usaha pertambangan di Kabupaten/Kota, Gubemur
menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada.aparat Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Pembinaan Usaha Pertambangan Umum juga dilakukan dengan menyelenggarakan bimbingan,
penyuluhan dan pelatihan kepada pemegang kKuasa-Pertambangan, Pertambangan Rakyat dan
kelompok penambang lainnya.

Pasal 46

(1) Pengawasan dan pengendalian-isaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Gubemur,
Lembaga Swadaya MaSyarakat dan masyarakat setempat.

(2) Pengawesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebinh lanjut dengan Keputusan
Gubemur.

Pasal 47

Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Umum dilakukan pada semua tzhapan usaha
pertambangan sampai dengan pasca tambang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan
kerja-tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan,
keteriagakerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri,
penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi, serta penerapan standar pertambangan
untum. .

Pasal 48
Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

serta lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 diakukan oleh Pelaksana
Inspeksi Tambang (PIT).

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49
Koleksi Perpustakﬁ?n %m%%@m%gm usaha pertambangan terjadi sengketa antara pihak,
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maka para pihak yang berselisih dapat menyelesaikan dengan cara melalui badan
arbitrasi.
Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsilidasi tidak tercapai maka penyelesaiannya
dilakukan melaiui jalur hukum yang beraku.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 50

Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang
sebagai penyidik untuk membantu penyelidikan tindak pidana di bidang pengusahaan
pertambangan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan mulai penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam kaitan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan {anpa mempunyai
kuasa Pertambangan tahap eksploitasi sébagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
dan pasal 13 ayat {1) melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian Negara
dan atau Provinsi serta kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan-yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.

Barang siapa dengan Sengaja melakukan kegiatan eksplorasi tanpa mempunyai kuasa
pertambangan ekspiorasi, diancam dengan pidana sesua dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaia menyampaikan laporan yang
tidak benar sehingga dapat merugikan negara dan atau Provinsi, diancam dengan pidana
Kurungan paling fama 6 {(enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
{lima juta rupiah).

Pemegang Kuasa Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebeium
memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan pidana
kurungan 1 (satu) tahun kurungan atau denda sebanyak-baryaknya Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

Pasal 52

Pemegang hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya yang merintangi atau mengganggu
mmmym@memmm
syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6
{enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta nipiah).

Pasal 53

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) adaiah kejahatan dan

Koleksi Perpustak%ﬁm\%@ﬁmmw'
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Pasal 54

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dan (4) kepada pemegang
Kuasa Pertambangan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau
perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tetap bertaku.

Hal-hal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun belum dapat dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan dengan Surat Keputusan BupatiWalikota kepada Gubemur

untuk dilaksanakan oleh Provinsi.
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini/akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputissan

Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dahatfhehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam iembaran Daerah Provinsi Nanggroa Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Okiober 2002
7 Syaban 1423

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Okiober 2002
8 Sya'ban 1423

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 55
SERI E NOMOR 4

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka PENJELASAN
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ATAS

RANCANGAN QANUN NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG
PERTAMBAGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

A UMUM

Bahwa bahan galian sumber daya alam yang tak terbarukan, adalah Kekayaan Bangsa Nasional
Indonesia sebagal karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh Negara, maka dalam pengusahan dan
pemanfaatannya wajib untuk memperhatikan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat saat ini dan
generasi yang akan datang dan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, periu dikelola oleh
Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam secara efislen,
transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Bahwa perkembangan pengusahaan pertambangan yang telah memasuki era Globalisasi, dimana
persaingan bebas yang didasasi oleh kemajuan teknologi dan informasi,-peitambangan sudah menjadi
tuntutan yang mendunia, dan untuk itu diperlukan suatu perangkat hukur,yang memadai.

Di samping itu dalam rangka mendorong dan mengoptishalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui
pemberdayaan daerah di bidang pengelolaan bahan galian demi peningkatan kesejahteraan rakyat
setsmpat, meningkatkan peran swasta nasional dalam-kegiatan usaha pertambangan, memberdayakan
usaha kecil dan koperasi dalam rangka pemerataan kermakmuran dan kesempatan berusaha dan berupaya
mengurangi dampak negatif dan kegiatan usaha pértambangan, diperlukannya tatanan hukum yang dapat
melandasi kegiatan usaha pertambangan dalany iklim yang sehat dan mampu meningkatkan daya saing
usaha yang kecil dan koperasi, sehingga dapat diperoleh efisiensi dan produktifitas yang lebih tinggi.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN

1. Beradasarkan Pasal 3 ayat.{3) Undang-undang Dasar 1945, Bangsa Indonesia memberikan

kekuasaan kepada negara uniuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan Nasional
tersebut agar tercapai masyarakat adil dan makmur.

2. Dalam rangka menidorong petaksanaaan Otonomi Khusus, maka pelaksanaan pengusahaan bahan
galian yang dikuasai oleh Negara pegeloalannya juga dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Provinsi
Nanggroe AcsfiDarusssalam yaitu Gubemur, Bupati dan Walikota tempat terdapainya bahan galian
dimaksud. Oengan semangat Otonomi, maka masyarakat setempat dapat merasakan manfaat antara
kegiatan usaha pertambangan sehingga kemakmuran yang merata sampai kepelosok Negara akan
tercapai.

3. Kewenangan Pemerintah pusat masih diperlukan dalam rangka pengelolaan pertambangan umum
ini, sesuai dengan Otonomi Khusus yang ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001,
meliputi kebijakan umum dan kewenangan operasional pengusahaan bahan galian diuar 12 Mil laut
dari garis pantai serta kewenangan operasioanl pengelolaan bahan galian secara ekskiusif pada
landas kontinen indonesia di luar daerah laut teritorial Nasional.

4, Bahwa usaha kecil cukup tangguh dalam menghadapl tekanan ekonomi di masa krisis moneter
dewasa ini, karena usaha dalam skala kecil sangat efisien dalam melaksanakan kegiatannya, efek
ganda dari keberadaanya cukup besar terutama dalam penyedlamlapmgmkeqabagnakyat
usaha skala kecil serta peranan rakyat setempat periu didorong dan dibantu oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun oleh para  pengusaha
pertambangan skala besar,

5. Qanun ini disusun berdasarkan asas-asas, antara lain : kepastian hukum, manfaat dan konservasi
bahan galian keseimbangan antara hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan;
dekonsentrasi, kerakyatan dan swastanisasi; kesejahteraan sosial bagi masyarakat setempat di

Koleksi PerpSekiacadiawahizin liseha Rertambeangan; dan Lingkungan.
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Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2):

a. Golongan Bahan galian strategis terdiri atas :
- minyak bumi, bitumen cair, lilin burm, gas alam;
bitumen padat, aspal;
antrasit, batubara, batubara muda;
uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya;
nikel, kobalt;
timah.

b. Golongan Bahan galian vital terdiri atas;
- besi, mangan, molibden, krom, wolfram, vanadium, titan;
-~ bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsen, antimon, bismut; ytirium, rhutenium, cerium, den logam-logam langka kainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, fluourspar, barit;
- yodium, brom, khior, belerang

c. Golongan Bahan galian yang tidak termasuk golofigan a atau b adalah .
nitrat-nitrat, phospat-phospat, garari bat (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;

yarosit, leusit, tawas (alum), oker;

batu permata, batu setengah permata;

pasir kwarsa, kaolin, fekispar, gips, bentonit;

batu apung, tras,bsidian; perlit, tanah diatome, tanah serap {fullers earth);

marmer, batu iubs;

batu kapur, dolomit, kalsit;

granit, Andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidek mengandung unsur-unsur
mineral ‘goiaingan a maupun golongan b dalam jumiah yang berarti ditinjau dan segi ekonomi

pertambangan.

Pasal 3

Cukup Jelas:
Pasal 4

Ayat(1)

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh
Gubemur sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan lain atau
perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
SmatKeputtsmPenugasmPerlambangm adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Gubemur
sesuai kewenangannya kepada instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha
Surat Keputusan Izin Pertambangan, adalah kuasa pertambangan yang diberikan olehGn.ben'msealal
kewenangannya kepada rakyat untuk melaksanakan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6

Kolejsgffr%%kgf)a%agh Universitas Terbuka
Cukup jelas.



Lampiran: 7 41540.pdf
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayet (2)

Kelompok masyarakat yang diprioritaskan adalah masyarakat desa setempat.

Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan penjelasan dan mempercieh
informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung
sumber daya minyak dan gas bumi menjadi wilayah Kerja.
Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan Gubemur yang memimpin

penyelenggaraan Pemerintah Daereh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah
Daerah,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindan dilakukannya konsolidasi pembebanan dan atau
pengembalian biaya Eksplorasi dan Eksploitasi dari suatu Wilayah Kerja yang lain.
Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan Pemerintah Pusat dengan
masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan Wilayah Kerja yang dimaksud.
Pasal 24

Koleksi PeRarsstjuan Manter dabion seteatianidol diperiukan mengingat pengembangan lapangan yang pertama
dalam suatu Wilayah Kerja menentukan dikembalikan atau diteruskannya pengoperasian Wilayah Kesja
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tersebut oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya dalam Wilayah Ketja yang dimaksud
akan diberikan oleh Badan Pelaksana.
Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini diperiukan agar
rencana pengembangan lapangan yang diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah
Provinsi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari minyak
dan gas bumi pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-ungangan yang berlaku.

Pasal 25

Ayat(1)

Dalam perumusan kontrak kefja sama, Gubernur turut mengetahui isi kontrak dan turut menandatangani
dokumen kefjasama tersebut
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

41540.pdf

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup Jelas.
Pasal 30

Cukup Jelas.
Pasal 31

Cukup Jelas.
Pasal 32

Yang dimaksud dengan jaminan-teklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang [zin Usaha
Pertambangan sebagai jamirian uniiuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
Pasal 33

Cukup Jelas.
Pasal 34

Yang dimaksud dengan kerusakan terhadap sesuatu yang berada di atas tanah adalah kerusakan
langsurig, akibat kegiatan usaha pertambangan terhadap tanaman budidaya, bangunan, infrastruktur dan
benda lainnya.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas,
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah antara lain pertikaian bersenjata, pemberontakan,
kerusuhan sipil, pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemi, gempa bumi, angin ribut, banir,
Koleksi Pelphﬂgmmmmmm manusia.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas,
Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud kefugian daerah adalah kerugian karena daerah tidak mendapat penerimaan
seperti pajak-pajak, iuran tetap, royalty, lingkungan hidup dan lainain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.
Pasal 52

Cukup Jelas.
Pasal 53

Pidana tambahan adalah untuk memberatkan sanksi bagi pelaku tindak pidana

Pasal 54

Cukup Jelas.
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56

Cukup Jelas.
Pasal 57

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 6

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BUPATI ACIH SENGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL

tAenimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam adalah anugerah darMbAllah'SWT yang harus
dikelola secara efektif dan efesien <ebifpga” bermanfaat bagi’
kesejahieraan rakyat ;

b. bahwa kegiatan usaha Pertambangan “minéral dar batubara yang
merupakan kegiatan usaha pertambangandiluar panas bumi, minyak dan
gas bumi serta air tanah mempuriyai peranan penting dalam memberikan
nilai tambah secara nvata kepada peftumbuhan ekonomi nasional dan
pembangunan daerah secara-b€rkclanjutan ;

¢. bahwa sebagian pelaksanaar ketentuan Pasal 156 dan Pasal 160
Undang-undang Norhor 11 Tahun 2006 tentang. Pemerintahan Aceh,
perlu meninjau lebih jauh’kewenangan daerah sebagai daerah otonomi
khusus ;

d. bahwa untul‘melaksanakan yang dimaksud tersebut pada huruf a, b, dan
¢, perlu dikel@arkdn Peraturan Bupati Aceh Singkil

IAengingat :

1. Undang-tUUndang Nomor 24 Tahun (936 entang Pembentukan Daerah
Otorfomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Previns
Samatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19356
Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomr 1103);

[

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasa: Pokuk-
Pokok Agraria (Lesmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor | (4. Tambahan L.embaran Negara Nomaor 2043);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan
pokck Pertambangan {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

[P

-

4. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-
Undang Nomor & Tahua 1962 tentang Penanaman Modal Dajam Negeri.

5. Undang-Undang Nemer- 13 Tahun 1997 teutang Pengelolaan
Lingkungan hiduy: a.emba;in Negara Republik Indonesia Tahun 1997

v 68, Tambahan T emberan Negara Nomor 3699);
Koleksi Perpustakaan Bnlversnas Terbl}k &
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ientang Larangan Prakiek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambaha Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817) ;

7. Undang-Undang  Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Singki! {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambohan Lembaran Negara Nomor 3827),;

8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara nomor 3893):

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam ;

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang  Perubahan atas
Undang-Undang Newmor 18 Tahun 1997 tentang [Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun_ 2000/ Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tefitang Pembentukan
Peraturan Peyundimg-undangan (Lembardn MNégara RI Tahun 2004
Norer 33. Tambahan Lembaran Nomog 4389) ;

12, Undang-Undang WNomor 33(_TFahun” 2004 tenieng Perimbangan
Keuwangan antara Pemerintdh. Pusat” dan Daerah (Lembaran Nepara
Republik Indonesia tzhin 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Nomor 4438):

15. Undang-Undang_ "Nomor” 1t rahun 2006 tentang Pemerinmtahan Aceh
(Lembaran Negara “Republik Indonesia tahun 2006 Nomeor 62,
TambahanLembarad Negara Nomor 4633);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;

13. &ndang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
LUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 593,

16. Undang-Undang Nomeor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara ;

17. Peraturan Pemerintah Nonor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan
Bahan-bahan Galian :

18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Bagi Hasil ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubshan Kedua
atas Peramiran Pcmerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor Il Tahun 1967 tentang Ketentvan-ketentuan
Pokok Pertambangan (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154) ;

e LN
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada departemen Energi
. dan Sumber Daya Mineral ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 temang Pengelolaan
Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

22. Peraturan Peierintah Nomor 38 Tehun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerimah Provinsi dan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota; - -

23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber DavasMineral Nomor 1452
K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000, tenftang pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bisang Inventarisasi Sumber
Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan
Zona Kerentanan Gerakan Tanah;

24, Keputusan Menteri Energi (dai_ Sumber Daya Mineral Nomor
1453K/29/MEM/2000 tanpgal 'S, November 2000 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pémerintahan di Bidang Pertambangan
Umum ;

25. Kepuiusan  Mentes” Epergi  dan  Sumber Daya Mineral Nemor
1453K30/MENTRQON /tangual 3 November 2000 tentang Pedoman
Teknis Penfelenuoutaan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan
Gas Bumi, ;

26 Janun Provinsi Nanggroe Acch Darussalam Nomor 12 Tahun 2002
tentdng Pertambangan Lmum. Minyak Bumi dan Gas Alam;

27°Qdrun Aceh Nomer 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan

Qanun.
MEMUTUSKAN :
Idgnetapkan  : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG

PENGELOLAAN TUSAHA PLERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ialam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

{1) Kabupaten adalah bagian dari dacrah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat
hukum yang diberi kewenangan khsusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem  dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negare Republik Tahun 1945
yang dipimpin oleh Bupati.

(2) Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
Koleksi PeerStakaan UnkéarsitaoIERHHéAnoh Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten sesuai dengan tungsi dun kewenangannya masing-masing.
203
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t3)

(4)

9)

{10)

(13)

i14)
(13)
116)
(17
‘118)
119)

120

021)

41540.pdf

Bupat adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melajui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten vang selanjutnya disebur Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten {DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan
daerah Kabupaten yang angotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Usaha Pertambangan adalah  kepiatan dalam rangka mengetahui potensi,
keterdapatan, kualitas bahan galian, kegiatan penambangan,
pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Bahan gahian adalah unsur-unsur kimia, mineral bijih segala macam batuan,
batubara, dan gambut vang merupakan endapan/suspensi alam.

Penyelidikan umum adalah Penvelidikan secara Geologi umum atau Geofisika, di
daratan, perairan. dan dari udara, segala sesuatu untuk~membuat peta Geologi
umurn atau unfuk menetapkan tanda-tanda adanya bakian galian pada umumnya.
Eksplorasi adalah penyelidikan wituk memperoleh, informasi secara teliti dan
seksama tentang kualitas dan kuantitas bahan galian” serta keterdapatan dan
sebarannya.

Eksploitasi adalah tahapan usaha pegtaidbarigan untuk menghasilkan dan
memanfaatkan bahan galian.

Kontrak kerjasama adalah konirak ,bagi /hasil atau bentuk-bentuk kontrak
kerjasama lain dalam keglatan kerjasania” eksplorasi dan eksploitasi yang lebih
menguntungkan Negara dan Daerah serta hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.

Wilayah Kerja adalah da€rall fertentu umuk melaksanakan eksplorasi dan
eksploitasi.

Pengolahan/pemurpian adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempeninggi
mutu bahan galian, untuk’/memperoleh unsur yang tercapai pada bahan galian itu
serta memanfiatkannya.

Pengangkutin addlah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan
galian odan/hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari daerah kegiatan
eksplérash, eksploitasi, dan tempat pengolahan/pemurnian.

Penjualan’ddalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian dan
hasilpengolahan/pemurnian bahan galian,

Kuasd pertambangan adalah wewenang yanp diberikan kepada badan/perorangan
untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pertambangan Rakvat adalal usaha pertambangan vang dilakukan oleh
masyarakat setempat.

Jasa pertambangan adalah kegiatan jasa untuk melakukan kegiatan yang
berhubungan dengan kuasa pertambangan dan kegiatan penunjangnya.
Rekomendasi adalah keterangan yany diberikan kepada badan usaha sebagai
syarat untuk mendapatkan izin,

Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tangpung jhwabnya melipuu
kegtatan Pertambangan Umum,

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus-menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan vang berlaku dan bekera, berkedudukan dalam wilayah
Republik Indonesia. -

Bentuk usaha tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadab
hukum diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di
wilayah Republik Indonesia.

122) Wilayah Kuasa Pertambangan atau wilayah kerja kontraktor adalah daerah tertentu

dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan
Eksplorast dan Eksploitasi Pertambuingan Umum.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BAB 11
RUANG LINGKUP
. Pasal 2
i1} Penyeienggaraan usaha Penambangan Mineral dan Batubara datam Peraturan ini
adalah untuk pengusahiaan bahan galian yang terdiri atas 3 (ziga) golongan:

a. Golongan A, Non Migas (Strategis) seperti: Batubara, Nikel, Kobal, Timah dan
Uranium ;

b. Golongan B (Vital) seperti: Besi, mangan, molibdenum, kromit, wolfram,
vanadium, titanjum. bauksit, iembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air
raksa, intan, arsen, amimon, bismut, yutrium, rutenium, cerium dan logam
langka lainnya, beriliwm. korondum, zirkon, kristal.kwarsa,kriolit,flourpar barit,
iodium, brom, klor dan belerang ;

c. Golongan C (tidak termasuk A dan B) seperti: Nitrat, fosfat, garam batu {halite),
asbes, talk, mika, grafit. magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker, batu
permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gipsum,“bentoni{, batu apung, trass,
obsidian, perlit, tanah diziomea, tanah serap, fmarmer//batu tulis, batu kapur,
dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, trakif, fanalillat, dan pasir (sepanjang
tidak mengandung unsur mineral golongam A dari B dalam jumlah ekonomis),

{2} Ruang Lingkup dalam Peraiuran ini aflaldh Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubard\vangiréliputi

Pencadangan dan Penetapan wilayah‘usaha pertambangan;

Pemberian Kuasa Pertambangan (KP};

Pemberian Perizinan Perrambaiigan Rakyat (SIPR);

Pelaksanaan Perjanjiaiy Kerjasama Usaha Pertambangan dalam bentuk

Kontrak Karya dan‘Perjaryjian Pengusahaan Pertambangan batubara (KK dan

PKP2B);

Pengevaluasian danPelaporan Kegiatan;

Pembindan/dafrPengawasan;

Pemberiafn rekomendasi/perselujuan izin non inti,

aege

o

BAD II1
ORGANISASI PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 3

(1}  Unwk penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis
dan vital (golongan A dan B) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya, sedangkan untuk bahan galian non
strategis dan vital {golongan C) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

12) Untuk usaha pertambangan bahan galian Golongan C yang menggunakan
peralatan berat dan atau bahan peledak hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah
mendapat 1zin prinsip Gubcrnur atau persetujuan dari Gubernur.

t3) Fungsi-fungsi pengelolaan usaha pertambangan mineral dan  batubam
sebagaimana termaksud dalam ayat (1) meiiputi:

Pengaturan;

Perizinan;

Pembinaan dan Pengawasan;

Pengelolaan Informasi Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan.

oa0 o
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Pasal 4

Newenangan pengelolaan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital
{golongan A dan B) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (1) delam
|elaksanaannya Bupati dapat nielaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 5

{1) Setiap Usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital (golangan A dan B) baru
dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa, Pertambangan (KP), Kontrak
Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertanbangan/Batubara (PKP2B), Surat
[zin Pertambangan Daerah (SIPD) dan surat 1zin Pertdnibangan Rakyat (SIPR) dari
Bupati sesuai kewenangannya.

{2) Usaha Pertambangan bahan galian su@tegisddn vital (golongan A dan B) dalam
rangka Pemberian Kuasa Perrambapgan dagat diberikan kepada :

Perusahaan Negara;

Perusahaan Daerah;

Koperasi;

Perusahaan Swasta Nasional;

Perorangan;

Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan disatu pihak

dengan Provifsidan dlau Kabupalen atau Perusahaan Daerah dipihak lain;

Perusahaafi dengan modal bersama antara negara /perusahan negara dan atau

daerah/perisahiaan daegrah disatu pihak dengan Badan dan atau perseorangan

swagtadi pihak lain.

MmO eD op

42

{3) Usaha Pertambangan bahan galian golongan A dan B dalam rangka Kontrak Karya
(KK, ‘Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dilakukan
oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara sesual dengan kerentuan vang berlaku.

Pasal 6

1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan
dalam bentuk :
a. Surat Kepuwsan Pemberian Kuasa Pertambangan;
b. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan;
¢. Surat Kepuiusan [zin Pertambangun Rakyat.

{2) Kuasa Pertambangan sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kuasa Pertambangan Penvelidikan Unmum;

Kuasa Pertambangan Eksplorasi;

Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;

Kuasa Peritambapgan Pengangkutan;

Kuasa Pertambangan Penjualan.

™o AR o
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BAB YV
TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 7

{1} Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan
melampirkan persyaratan-persvaralan vang ditetapkan.

(2) Bentuk dan svarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
sebagai berikut:
a. Surat Keterangan lzin Peninjauan (SKIP), persyaratannya adalah :
1. Surat Permohenan
2. Akte Pendirian Perusahaan ;
3. Peta Wilayah dan itik koordinat (jika ada)

b, Kuasa Pertambangan (KP} Penyelidikan Umum, persyaratannya adalah :
Surat Permohonan ;

Peta Wilayah ;

Laporan SKIP ;

Rekomendasi Gubernur (KPPU):

Akte Pendirian dan Perubahan Pefusdhaan;

. Telaahan teknis instansi terkai;

Laporan Penyelidikan Umum (setélah KP dikeluarkan),

8. Laporan Keuangan yang (elalndiandit ;

9. Bukti pembayaran iuran penaimbangan.

AN N VR o e

b. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, persyaratannya adalah.:
Surat Permohonan,;

Peta Wilayah+

. Rekomehdasi Gubemur (KP Eksplorasi);

. Telazhan teknis instansi terkait ;
Akte'\Pepdirian dan Perubahan Perusahaan;
Laporan Eksplorasi (setelah KP dikeluarkan) ;
Rencina kerja dan biaya ;

Laporan Keuangan yang telah diaudit ;
9/Bukii pelunasan iuran pertainbangan;

10. Bukti Pelunasan Jaminan Kesungguhan.

W-d_O\}J’l-thA!\J:—-

c. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, persyaratannya adalah :
1. Surat Permohonan ;

Peta Wilayah ;

Rekomendasi Gubemur (KP Eksploitasi);

Jaminan Reklamasi ;

. Telaahan teknis instansi terkait ;

Rencana kerja dan biava ;

Alzte Pendirian dan Perubahan Perusahaann;

Laporan Eksploitasi [setelaih KP dikeluarkan)

9. Laporan Studi Kelayakan (Feasibiliiy Study) ;

10. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL ;

11. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;

12. Bukti pelunasan iuran pertambangan.

o - O W L

d. Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian, persyaratannya adalah :
l. Surat Permohonan ;
2. Peta Wilayah ;
Rekomendasi Gubernur (KP Pengolahan dan Pemurnian);
Koleksi Perpustakaan unﬁégggm;[ﬁwaya
5. Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
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6. Laporan Pengolahan dan Pemurnhian (setelah KP dikeluarkan) ;
7. Laporan AMDAL atau UKL dan UPL ;

8. Kesepakatan Pemegang KP :

9. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;

10. Bukti pelunasan iuran pertambangan.

e. Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan, persyaralannya adalah:
. Surar Permohonan ;

. Peta Wilayah ;

Rekomendasi Gubernur (KP Pengangkutan dan Penjualan);

Rencana kerja dan biaya ;

Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan;

Laporan Pengolahan dan Pemurnian (setelah KP dikeluarkan) ;

. Parsetujuan pemegang KI* Eksploitasi ;

8. Laporan Keuangan yang telah diaudit ;

9. Bukti pelunasan juran pertambangan.

NGy B W

(3) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih «dariysath pemohon, maka prioritas
pertama ditentukan oleh Bupati atas dagafwurwidn dan kelengkapan persyaratan
pemohon.

BABWI
LUAS WILAYAH

Pasal 8

{1) Luas wilayah yang ‘dapat "diberikan untuk sat wilayah Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum maksunal 10.000 (seputuh ribu) hektar.

12) Luas Wilayah yang dapat diberikan unmuk satu Kuasa pértambangan Eksplorasi
maksimal7, 000, (tujuh ribu) hektar, -

i3) LuaswWilayah vang dapai diberikan untuk satu Kuasa pertambangan Eksploitasi
maksimal 3.000 (tiga ribu) hekiar.

Pasal 9

{1Ydumlah wilayah Kuasa Pertambangan vang dapat diberikan kepada perusahaan atau
perorangan makstmum 2 {dua) wilavah.

12) Untuk mendapatkan luas wilavah Kuasa Pertambangan atau jumlah wilayah Kuasa

Pertambangan melebihi ketentuan termiaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 avat (1)
Peraturan ini harus berdasarkan pertimbangan teknis dan persetujuan dari Bupati.

BAB VI
MASA BERLAKUNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 10

11} Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu
6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan apabila diperlukan.

Pasal 1]

{1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan vntuk jangka waktu makmmal 3 (tiga)
Koleksi Perpustakaampdpiversitas Terbuka
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12) Kuasa Pertambangan Eksplorasi scbagaimana dimaksud avat (1) dapat diperpanjang
sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 1(satu) rahun.

(3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan méningkalkan
usaha pertambangan ke tahap cksploitasi, dapai diberikan perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi selama-lamanya 1 (saw) tahun untuk pembangunan
fasilitas eksploitasi.

Pasal 12

{1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30
(tiga puluh) tahun.

{2) Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di
perpanjang sebanyak 2 (dua) kali. setiap kali perpanjangan, | 9 (sepuluh) tahun.

Pasal 13

(1) Kuasa Perrambangan Pengolahan dam Pemurnian diberikan unwmk jangka waktu
selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahdn,

(2) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Permurnian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang seb@nyak-2{(dua) kali, setiap kali perpanjangan 10 (sepuluh)
tahun.

Pasal i4

1) Kuasa Pertambangan” Pengangkutan dan Penjualan diberikén untuk jangka waktu
selama-lamanyad (lima) tahun.

( 2) Kuasa-Pertanibangan Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1ndapat diperpanjung sebanvak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan 2 (dua) tahun.

Pasal 15

{1Y Permohonan perpanjangan Kuasa Pertanibangan sebagaimana dimaksud pada pasal
11, 12, 13, 14, Peraturan ini diajukan olehh pemohon secara tertulis kepada Bupati
sejak 3 (1iga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VI
PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 16

11} Kuasa Pertambangan penugasan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau
' Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian sesuai dengan kewenangan
dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PERTAMBANGAN RAKYAT

[asal 17

. 1) Bupati sebelum memberikan izin pertambangan rakyat terlebih dahulu menetapkan
Koleksi Perpusmk&&n’ ¥ w%?f%@ﬁb ﬁEQ‘PK@kya{ (WPR) setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Instansi terkait.
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12) Usaha pertambangan rakyat hanva diberikan kepada perorangan dan atau kelompok
masyarakat.

(3) Pengaturan lebih lanjut ditctapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman
pada peta zonasi periambangan Kabupaten,

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 18

(1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan di dalam wilayvah
Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan sebagaimana dimaksug.dalam BAB IV pasal
(6) Peraturan ini,

12) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bérhak untuk meningkatkan
usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada
Bupati denigan memenuhi persvaratan vang ditentukan’-

{4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplovasi’berhak untuk meningkatkan usahanya ke
tahap eksploitasi dengan mengajukdrypertichonan tertulis kepada Bupati dengan
mengajukan persyaratan yang ditentukan.

{4) Pemegang Kuasa Pertambiangan’ Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan
Eksploitasi berhak memiliki bahan gulian yang tergali setelah memenuhi kewajiban
membayar iuran tetap dan juran’eksplorasi/ekspioitasi.

{53) Pemegang Kuasa Fertarmnbangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan
prasarana yang diperluKan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 19

{1) Pemegang\Kuasa Pertambangan sebelum memperoleh lzin Eksplorasi diwajibkan
terlébihy, dahiult menyetorkan Jaminan Kesungguhan sebesar 23.000,- per Hekiar
Kepada kas khusus Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Aceh Singkil.

{Ipdairiinan Kesungguhan tersebut akan dikembalikan secara bertahap beseria bunganya
pada setiap tahapan kuasa pertambangan kepada pemepang kuasa pertambangan
sebesar 20% (persen) dari jumlah keseluruhan jaminan yang disetorkan.

asat 20
(1) Sejak dikeluarkannya Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi oleh Bupati, Pemegang
Kuan kuasa Pertambangan diwajibkan membuka Kantor Perwakilan di wilayah
Kabupaten Aceh Singkil untwk kelancaran dan keefektifan koordinasi dengan
Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pemegang kuasa
pertambangan mendapatkan izin KKuasa Pertambangan Eksplorasi dari Bupati.

{3) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil
penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan, kepada Bupati
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

) Disamping kewajiban termaksud pada pasal 18 ayat (1), Pemegang Kuasa
Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada

. Bupati mengenai perkembanpan pekerjaan yang telah dilakukan.
Koleksi Perpustakaan Unive A Terbuka  Porenann yang
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(4) Sebelumn mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, calon
pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengajukan permohonan memperoleh
Surat Keterangan Izin Pemmauan (SKIP) kepada Bupati.

1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap sctiap tahun
sesual luas dan tabapan kegiatan.

{6) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan inembayar juran eksplorasi
atas bahan galian yang tergali sesunt dengan taril yang ditetapkan.

{7y Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploilasi diwajibkan membayar iuran
eksploitasi/produksi atas hasil produksi vang diperoleh sesuai dengan tarif vang
ditetapkan.

{8) Segala ketenman pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasifeksploitasi dan juran
lainnya dapat dibayarkan langsung ke rekening ‘¥as, Daerah melalui Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2}

1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib an’bertanggung jawab atas Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengaif Kelentuan Peraturan Perundang-undangan yang
beriaku di bidang K3.

(2) Pemepang Kuasa Pertambangonswajib melakukan penpelolaan dan memelihara
keiestarian lingkungan sesuai’kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang Lingkungan Hidup.

BADB X1
KEMITRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 22

(1) Pemeéegang Kuasa Pertambangan (KP). Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat [zin Pertambangan Daerah
(SIPD) diwajibkan menjalin hubungan kemitraan dalam mejalankan usahanya guna
weénghindari munculnya anak perusahaan dari usaha yang dijalankan tersebut.

{2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Peganjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin Pertambangan Daerah
(SIPD) berkewajiban untuk mendanai Program Pengembangan  Masyarakat
(Community Development-CD) sebesar 1% (satu persen) dari total biaya yang
dikeluarkan perusahaan. Dana Commumity Development bukan sebagai unsur
ongkos, tetapi bagian dari keuntungan perusahaan.

{3) Program dan kegiatan Communiry  Development difokuskan pada upaya
pemberdavaan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan skala pnomas
masyarakat dan wilayah kelompok sasaran.

t4) Perencanzan, pelaksanaan dan pengawasan diatur secara sinergi antara perusahaan
dengan pemerintah setempat. Pemerintah seternpat adalah :
a. Gampong, Mukim dan kecamatan untuk wilayah yang bersinggungan langsung:
b. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil; dan
¢. Provinsi adalah Provinsi Nangzroe Aceh Darussalam.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pasai 23

1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 antara lain :
a, Menyerahkan kepada kelompek masyarakat setempat dan atau Koperasi sebagian

lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinva ;

. Membeli hasil produksi usaha perlambangan yang dilakukan rakyat;

. Membina arau sebagai bapak angkal usaha pertambangan rakyat;

d. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil atau menengah setempat untuk
nielakukan kegiatan penunjang; dan

. Memberikan  kesempatan  kepada  masyarakal  setempat  ikut serta  dalam
pelaksanaan reklamasi.

0O o

(1]

{2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memprioritaskanCenaga kerja setempat
minimal 60 % (enam puluh persen) dalam kegiatan usahaiya.

{3) Pemegang Kuasa Pertamibangan yang telah mencapal kegiatan eksploitasi/produkst
wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan)masyarakat melipuu peningkatan
sumberdaya manusia, kesehatan, sarana dan prasdranaSerta pertumbuhan ekonomi.

{4) Pemegang Kuasa Pertambangan vang”telahs niencapai ekspioitasi/produksi wajib
nmembina, menumbuh kembangkand dan sienjadi bapak angkat usaha kecil dan
menengah setempat.

{5) Perencanaan dan pclaksanaan™pepgémbangan wilayah dan masyarakat dilakukan
bersama-sama dengan pemenntah Kabupaten dan masyarakai setempat.

Pasal 24 .
llupati bersama-samd_denpan Lembaga Masyarakat setempat melakukan pengawasaan
izrhadap perencanaan .dar pelaksanaan pengembangan wilayah, kemitrausahaan dan
jengembangagpr imasyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 23

(I} Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip konservas
bahan galian dan pertambangan.

{2) Pemepang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan serta reklamas: lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesual dengan
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telak disetujui.

{3) Peruntukan lahan bekas tambaug dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengikutseriakan
masyarakat dan pemilik tanah/lahan,

{4) Peruntukan lahan bekas tarabang dicantuinkan dalam perjanjian penggunean tanah,

Pasal 26
(1) Sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi (cksploitasi),
pemegang kuasa pertambangan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebesar Rp.
20.000,- (dua puluh ribu} rupiah per hektar yang dibayarkan langsung ke rekening
khusus jaminan reklamasi pada Dinas Pengelolaan Kenangan dan Kekayaan Daerah
(DPKKD) Kabupaten Aceh Singkil .

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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t2) Sebagaimana pasal 26 ayat (1). Pemegung kuasa pertambangan akan menarik
selurnhnya (100%;) jaminan reklamasi berikut dengan bunga setelah selesainya
kegiatan kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

{3} Setelah dana )aminan reklamasi diterima oleh pemegang kuasa pertambangan.
diwajibkan uniuk segera dimanfaatkan dalam kegiatan reklamasi lahan bekas
tambang.

t4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup yang ditakukan oleh pemegang kuasa pertambangan.

{5) Pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam ayat {(4) dilakukan selama usaha pertambangan beflangsung dan pasca
tambang.

BARB X111
HUBUNGAN PEMEGANG 1ZIN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 27
1) Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkanumengganti kerugian akibal usaha
pertambangan yang dilakukan pada gegdla/Sésuatu vang berada di awas tanah
termasuk tanam tumbuh dengan pemilikanakl

12} Pemegang Kuasa Pertambangan diwaiibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang
tindih lahan dengan pihak-pihal” berwenang  sebelum usaha pertambangan
dilaksanakan.

(3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih
lahan dibebankarrkepada pemegang Kuasa Pertambangan.

{4) Penyelesajan gantifugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan terlebih dahulu
secara mugyawdrah, dan apabila tidak dicapai kesepakatan baru melaiui pengadilan
atau BadanArbitrasi Nasional.

BAB X1V
PENERIMAAN KEUANGAN
Pasal 28

{1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajil» memenuhi kewajiban berikut:

a. luran tetap untuk wilayah kuasa penambangan ; .

b. Turan Produksi (royalty) untuk bahan galian yang dijual dan atau dimanfaatkan;

c. Pajak penghasilan badan atas penghasiian vang diterima atau diperoleh pemepany
kuasa pertambangan ; )

d. Kewajiban memortong pajak penghusilan atas pembayaran deviden, bunga,
termasuk imbalan karéna jaminan pengembalian utang, sewa, royalty, dan
penghasilan lain sehubungan dengan pengpunaan harta, imbalan atas jasa teknik
dan jasa manajemen Serta jasa lainnya ,

e. Pajek Bumi dan Bangunan (PBB) untuk wilayah izin usaha pertambangan dan
penggunaan bumi dan bangunan dimana pemegang kuasa pertambangan
membangun fasilitas operasi penambangan ;

f. Biaya Administrasi, Pemetaan, Pengawasan dan operasional aparatur di lapangan;

. Biaya Surat Keterangan |zin Peninjauan {SKIP) ; ‘
. Penerimaan lainnya yvang menyangkut dengan Retribusi yang diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Bupati.

=
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{2} Penerimaan Negaru Bukan Pajak (PNBP) vang berasal dari kegiatan pertambangan
winum terdin atas :
a. Dana Perimbangan ;
b. Turan Tetap ;
c. luran Eksplorasi dan Eksploiasi ; dan
d. Bonus.
Pasal 29

1) Ketentuan sebagaimana vang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf (f) tentang
Biaya Administrasi, Pemetaan. Pengawasan dan operasional aparawr di lapangan
akan dibebunkan kepada pemcgang kuasa periambangan dan dibayarkan sesuai
tahapan kuasa pertambangan scbesar 1G% (persen) dari modal investasi settap
tahapan berdasarkan laporan keuangannya,

(2) Sedangkan biaya SKIP sesuai dengan pasal 28 Ay, i*haruf (g) setiap perusahaan
maupun perseorangan dikenakan biaya sebefar/Rpi2:300.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah} dan disetorkan langsunz kedalatn reKening Kas Daerah melaui DPPKD
Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 30

11} Ketentnan sebagaimana dimaksud*dalam pasal 28 ayat (2) dalam peraturan ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. luran Tetap (Landrent/Deadrent) :

| Luas Wilayali X Forif| (sesuai Tahap Kegiatan: Penyelidikan Umum, Eksplorasi,
Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkuian
dan Penjualan)

b. luran'Eksplorasi/Eksploitasi (Royalti)

Jumiah Produksi vang Terjual X Proscntase Tarif X Harga Jual \

{2} Ketentuan sebagaimana dalam avat (1) dapat dijelaskan melalui perhitungan sebagai
berikut :

a. Juran Tetap (Landrent/Deadrent) untuk Kuasa Pertambangan (KP) :

— e ——— -

i

| luran Tetap Kuasa Pertambangan (KP) \ Satuan { Tarif
i (Landrent/Deadrent) ' (Per- \ (Rupiah)
| Ha/Tahun/Bulan)
t‘:ﬁnyelidikan Umum “T—_——
| 1.Tahap ke-l Per-Ha/ 6 Bulan 10.000,00 |
l 2 Tahap ke-Ii Per-H:a/ 6 Bulan 15.000,00 {
B. Eksplorasi l
1. Tahap ke-I Per-Ha/Tahun 20.000,00 ‘
2. Tahap ke-11 : Per-Ha/Tahun 15.000,00 |
Koleksi Perpustakaaih Lgnﬂggﬁg@ﬁﬂerbuka ! Per.Ha/Tahun 30.000,00 J
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C. Perpanjangan Eksplorasi || Tl l
1. Tahap ke-l ¢ Per-Ha/Tahun { 35.000,00 |
2. Tahap ke-ll ' Per- | 40.000,00 |
Ha/Tahun ( |
| D. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi ' ' !
1. Tahap Re-I Per-Ha/Tahun 50.000,00
2. Tahap ke-11 . Per-Ha/Tahun 50.000,00
3. Tahap ke-lI! i Per-Ha/Tahun ’ 50.000,00
i E. Eksploitasi
1. Tahap ke-1 {surface deposits) . Per-Ha/Tahun 30.000,00
2. Tahap ke-Il (Endapan Primer/Alluvial) Per-Hall abii 100.000,00
L |
b. Iuran Tetap (Landrent/Deadrent) untuk Konifak"Karya (KK) dan PKP2B:
luran Tetap Kontrak Karya (KK) | Satuan i Tarif
dan PKP2B (Per-Ha/Tahun/Bulan) (US Dolar)
A. Penyelidikan Umum
1. Tahap ke-! Per-Ha/ Tahun 0.10
2.Tahap ke-11 Per-Ha/ Tahun | 015
I B. Eksplorasi
i 1. Tahap ke Per-Ha/ Tahun 0.25
2.Tahap'ke-11 Per-l4a/Tahun 0.30 |
3. Tahap Redil1 | Per-Ha/Tahun 0.40 |
4 Tahapke-IV ! Per-Ha/Tahun 0.60
: S=Tahap ke-V : Per-Ha/Tahun : 0.80
C/Studi Kelayakan (Feasibility Study) I\
1. Tahap ke-I : Per-Ha/Tahun 3.00 i
2. Tahap ke-1] 5 Per-tHa/Tahun | 3.00 ‘
. D. Konstruksi ] ! :
! 1. Tahap ke-l !i Per-Ha/Tahun ; 3.00
2. Tahap ke-11 . Per-Ha/Tahun *3.00
3. Tahap ke-JI E Per-Ha/Tahun 3.00
E. Eksploitasi 1
1. Tahap ke-1 (surface deposits) Per-Ha/Tahun 5.00 I
2. Tahap ke-1| (Endapan Primer/Alluvial) Per-Ha/Tahun 8.00
t
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€. luran Eksplorasi/ Eksploitasi/ Royvalty untk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak
Karya (I‘{K) dan PKP2B :

luran Eksporasi/Eksploitasi/Rayalti Uintuk T Satuan I Tarif j

KP, KK dan PKP2B | (Peron) |

(% dari harga jual)

A. Batubara (Open Pit) dgn tingkar kalori i

|
|
! i
(Kkal/Kg) | | |
1. £5100 Perton ‘ 500 .|
2. >5100-6100 Perton | 7,00
3. >6100 " Peron | 9,00 |
| B. Batubara (Underground) dun kalosi : | I{
| (KkalKg) |
! . €£3100 ‘ Perton , 4.00 !
2. >5100-6100 [\Potof 6,00 .
3. > 6100 1. 25100 ‘ Perton 8,00
C. Bijih Nikel (Garnieritik) | Perton 7,00
D. Timah ; Perion | 5,00
E. Tembaga ! Peron 6.00
| F. Timbal | Perton | 5.00
G.Besi | Perton | 5,00 :
H.Emas i Perton 6,75 E
l. Zirkon i Perton ! 6,350 I
J. Pagif Bes! . Perton 6,00 ?;
K.Pérak J Perton | 3,23 i
. Platida : Perton l 4,75 i
M Seny | Perton ! 5,00 \

BAB XV
BAGT HASIL PENERIMAAN KEUANGAN
Pasal 51 .

(1} Pemerimtah Daerah dalam hal im Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (DPPKD) Kabupaten Aceh Singkil, wajib menyetorkan dana iuran tetap
(sesuai tahapan) dan iurann eksplorasi/eksploitasi (royalti) yang diterima dari
pemegang kuasa pertambangan kepada Pemerintah Pusat melalui Kas Negara dan
Pemerintah Provinsi Nanggroe Acelh Darussalam melalui Dinas Pengelolaan
Keuvangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

{2) Selanjutnya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui  Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekavaan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

etorkan/mendistribusikan dana bagi hasil tersebut kepada Kabupaten

. agan. meny
Koleksi Perpustakaan Unlvers)ltas Terbuka
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{3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut;

a. [uran Tetap (Landrenv/Deadrent) :

- Pusar 120 % {persen)
- Provinsi D16 % {persen)
- Kabupaten 1 64 % {persen)

b. Turan Eksplorasi/Ekspleitasi (Royaln) :

- Pusal : 20 % (persen)
- Provins: : 16 % (persen)
- Kabupaten Penghasil 132 % (persen)

- Kabupaten Lainnya didalam: 32 % {persen)
Provinsi NAD

BARB X¥1
KEADAANMEMAKSA

Pasal 32

1) Pemegang kuasa pertambaggan dapal menunda atau melanjutkan kegiatan usahanya
dengan persetujuan Bupati \sebagai akibat dari suatu keadaan yang menghalangi
kegiatan usahanya.

{2) Setiap penundaan~sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi
pelaksanaan diak/dan Kewajiban pemegang kuasa pertambangan.

BAB XVII
BERAKIMNIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 33

N Apabila setelah berakhimyva jangka wakltu pemberian Kuasa Pertambangan tidak
diajukan peningkatan atau perpanjansan oleh pemegang Kuasa Pertambangan, maka
Kuasa Pertainbangan tersebut dinyvalakan berakhir dan segala usaha pertambangan
harus dihentikan.

12) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat mengembalikan Kuasa Pertambangannya
kepada Bupati dengan mengajukan permchonan secara tertulis disertai dengan
alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.

{3) Pengembalian Kuasa Pertambangan baru sah seielah mendapat persetujuan dani
Bupati.

{4) Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan eleh Bupati walaupun masa berlakunya belum
berakhir apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajiban dalam Keputusan Kuasa Pertambangan maupun berdasarkan ketentuan-
ketentuan Jain yang berlaku,

1 3) Sebagai akibat berakhirnya Kuasa Pertambangan sebagaimana tersebut pada pasal 33
ayat (1), (2), (3) dan (4), Pemegang Kuasa Pertambangan tetap harus menyelesaikan

. kewajiban-kewajiban vanI% betum dipenuhi selama berlakunya Kuasa Pertambangan,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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BAD XV
PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
Pasal 34

Dalam rangka meningkatkan usaha maka Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan ke
Jiihak lain (badan} atas persetujuan Bupati.

KETENTUAN KERJASAMA USAHA
Pasal 35

{1} Kuasa Pertambangan tidak dapa! dipergunakan sebagai unsur permodalan dengan
pihak ketiga,

(2) Pemegang Kuasa Pertambangan dapat bekerjasama “deéngan pihak lain setelah
mendapat persetujuan dari Bupati

BAB XX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

(1) Pembinaan, Pengawasan daft’ Pecngendalian kegiatan usaha pertambangan
dilaksanakan oleh Bupati, Lembaga Sivadaya Masyarakat dan masyarakat setempat,

{2} Pelaksanaan Pengawsdsan \daat Pengendalian  Pengelolaan Lingkungan, atau
Keselamatan dan Kesehata! Kerju { K3) dilaksanakan cleh Pelaksana Inspeksi
Tambang (PIT).

{3} Tatacara dan Pélaksdnaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan (2)
dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI1
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

(1) Bila dalam pelaksanaan kegiatan usaha periambangan terjadi sengketa antara para
pihak, maka pihak vang berselisih dapat menyelesaikan melalui badan arbitrase.

{2y Dalam hal penyelesaian masalah melalui konsolidasi tidak tercapai maka
penyelesaiannva dilakukan melalui jalur hukum yvang berlaku. '

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

{1) Pelaksana pengawasan usaha pertambangan dilakukan pada semua tahapan usaha
pertambangan sampai dengan pasca tambang mencakup aspek keselamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan,
ketenaga kerjaan, pengelolaan data, pclaksanaan penggunaan produksi dalam negeri,
penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Serta penerapan standar
pertambangan. '
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Pasal 39

(1) Barang. siapa yang tidak mempunvai Kuusa Pertambangan Eksploitasi melakukan
penambangan/produksi, diancam hukuman penjara dan denda sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

{2) Pemegang Kuasa Pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang
tidak bcna: sehingga daput merugikan Negara dan atau daerah, diancam dengan

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan awau denda sebanyak- banvakny
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum
memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak ataswtanah diancam dengan
pidana kurungan 1 (satu) tahun kurungan penjara atau dendd sebanvak-banyaknya
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Perbuatan-perbuaran lain yang diatur dalam Peramran,ini selain dari ketentuan dalam
ayat (1) merupakan pelanggaran, sanksinya sesuat’kéterituan yang berfaku,

Pasal 40

t'emegang hak atas tanah dan bendalyang ada diatasnya yang merintangi atau
inengganggu usaha pertambangapsvany sah serelah pemegang kuasa Pertambangan
temenuln syaral-syarat sebagaimand diptaksud datam Pasal 27 diancam dengan pidana
Lurungan paling lama 6 (enambuldn’utau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.00u.-
{lima juia rupiah).

Pasal 41

Yielain ketentuah, sébagdimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan (3) kepada

- pemegang Kdiasa Perfambangan dopat dikenakan pidana tambahan berupa pencabuian
tiak atau peramp#san barang-barang yung dipergunakan dalam melakukan tindak pidana
(zrsebut,

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 42
i1} Selain Penvidik Umum  berwenang melakokan penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya berdasarkan dengan Peraturan Perundang—undangfm yang berlaku.

t2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan
b. Melakukan tindakan penelitian/pemeriksaan
¢. Melakukan tindakan pengenaan sanksi

BARB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

{1) Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan ini

Koleksi Perpustakaarf AREPRaLbPapaliispmpai akhir masa berlakunya izin.
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(2) Surat izin pertambangan daerah (SIPD) yang masih berlaku tetap berlaku sampai

habis masa berlakunya dan apabila akan diperpanjang harus dengan bentuk Kuasa
Pertambangan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaannya Peraturan ini akan ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati.

{2) Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan ini
dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupatén A¢eh Singkil.

: Singkil
: 3 Maret 2009

Diundangkan di _ ¥ Singkil
Pada Tan@oal i : 3 \Maret 2009
&> &, L
gsx- SEKRETARIS DAXRAH KABUPATEN
o an
{dSEkREﬂWUAER% ;

*

\

GARIDWAN HABAN, SH. MM
Pembina Dwiiyed 7R 1P. 19580405 198503 1 007

Lembaian Daergi Eabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nomor 5

:r-,ﬂman Peraturan ini disampaikan kepada:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;

Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceb;

v Ketua DPRA Prov.NAD di Banda Aceh;

¢. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral di banda aceh;
Kepala Badan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) Prov.NAD di Banda Aceh;
{. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.NAD di Banda Aceh;

. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Prov.NAD di Banda Aceh;
t. Kepala BPN Prov.NAD di Banda Aceh;

¢. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

10. Kepala DPKKD Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

11. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

12. Kepala Bapedalda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

13. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

14. Kcpala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil ;

15. Kepala Dinas PU Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

16. Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

17. Kepata BPN Kabupaten Aceh Singkil di Singk#,

18. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil

! 9. Pertinggal.
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